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ABSTRAK  
 
Tohara, Weros. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa 
Transportasi Kereta Api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti 
Tegal. 2019. 
Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat 
pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta bagi 
seluruh masyarakat. Pengguna Jasa dalam pengertian tersebut berkaitan erat dengan 
konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi apabila mengalami kerugian 
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian 
perlindungan konsumen pengguna jasa kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero), (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen 
pengguna jasa transportasi kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero). Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian lapangan 
(field research) dengan pendekatan penelitian hukum terapan (normative empiris). 
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 
sekunder sebagai data pendukung dengan metode pengumpulan data dokumentasi, studi 
kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Permasalahan perlindungan konsumen 
pengguna jasa transportasi kereta api, antara lain: ketidakjelasan informasi jadwal 
kereta api, kedatangan kereta tidak sesuai dengan jadwal, sarana dan prasarana yang 
kurang terawat, keamanan dan keselamatan penumpang, dan kecelakaan kereta api. 
Prosedur penyelesaiannya antara lain: mengajukan keluhan dan menyampaikan saran, 
konsumen dapat mengajukan gugatan, meminta klaim asuransi apabila terjadi 
kecelakaan, 2) Bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa transportasi 
kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, tertuang dalam Pasal 4, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya, yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 
26, Pasal 60, dan Pasal 63. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna 
jasa transportasi kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian, antara lain: Fasilitas, Kelaikan operasi sarana perkeretaapian, 
Penanganan kecelakaan, Penyelenggaraan pengangkutan orang, Tanggung jawab 
penyelenggara, Hak masyarakat, Sanksi pidana bagi penyelenggara prasarana 
perkeretaapian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Pengguna Jasa Transportasi, Kereta Api. 
vi 
ABSTRACT 
 
Tohara, Weros. Legal Review of Consumer Protection for Railway Transportation 
Service Users at DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Skripsi. Tegal: 
Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
Legal protection for users of transportation services is very important given the 
important role of traffic and road transportation for the lives of many people and for the 
whole community. Service users in this sense are closely related to consumers who have 
rights that must be protected if they experience losses caused by business actors. 
This study aims: (1) To find out the problem and the settlement of consumer 
protection for railroad service users at DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero), (2) To find out the form of legal protection for consumers of railroad service 
users in DAOP 4 Semarang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero). This type of research 
used by researchers this time is field research with an applied legal research approach 
(normative empirical). The main data sources used in this study are primary data, 
secondary data as supporting data with documentation data collection methods, 
literature studies and interviews. Data analysis method used is a qualitative method that 
is analyzed normatively qualitatively. 
The results of this study indicate: 1) Problems of consumer protection for users 
of railroad transportation services, including: unclear train schedule information, train 
arrival not in accordance with the schedule, poorly maintained facilities and 
infrastructure, passenger safety and security, and train accidents. The settlement 
procedures include: filing complaints and submitting suggestions, consumers can file 
lawsuits, request insurance claims in the event of an accident, 2) Forms of legal 
protection for consumers using railroad transportation services based on Law Number 
8 of 1999 concerning Consumer Protection, set forth in Article 4 , and rights regulated 
in the provisions of other laws and regulations, namely Article 7, Article 8 paragraph 
(1), Article 19, Article 23, Article 26, Article 60, and Article 63. Form of legal 
protection for consumers of users of transportation services trains based on Law Number 
23 Year 2007 concerning Railways, including: Facilities, Operational feasibility of 
railways facilities, Accident handling, Transportation of people, Organizers' 
responsibilities, Community rights, Criminal sanctions for railroad infrastructure 
providers. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, 
University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Consumer Protection, Transportation Service Users, Train. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Transportasi mempunyai peranan penting mendukung pertumbuhan 
ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuaan 
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara, serta 
memperkukuh ketahanaan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian 
Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. 
Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan 
jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan luar 
negeri, serta berperan sebagai pendorog, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah 
dan pengembangan wilayah.1 Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai 
usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang 1 
disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan 
tertentu dengan menggunakan alat tertentu pula. Dari pengertian ini transportasi 
mempunyai beberapa dimensi seperti: Lokasi (asal dan tujuan), alat (teknologi), dan 
keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kalau salah 
satu dari ketiga dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, hal demikian tidak dapat 
disebut transportasi.2 
                                                  
1 Martono, K., Hukum Penerbangan berdasaarkan UURI No. 1 Tahun 2009, Bandung: Mandar 
Maju, 2009, hlm. 3. 
2 Miro, Fidel, Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 1. 
  
2 
Pada pokoknya transportasi atau pengangkutan adalah perpindahan tempat, 
baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak 
diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiennsi.3 Angkutan 
merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi 
barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. 
Berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan 
yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota yang 
seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat bersaing 
dengan angkutan pribadi.  
Pada era globalisasi saat ini, pembangunan banyak terjadi di seluruh dunia. 
Globalisasi memberi peluang bagi negara-negara berkembang, jika dioptimalisasi 
dengan baik, untuk saling bersaing dalam mencapai kesejahteraan. Indonesia 
sebagai negara berkembang juga tidak luput dari gejolak globalisasi ini. Kereta api 
merupakan salah satu transportasi yang paling banyak diminati warga Indonesia dari 
segala golongan dalam berpergian. Kereta Api, menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaran Negara No. 65 Tahun 2007, 
Tambahan Lembaran Negara No. 4722, Pasal 1 angka (2), perkeretaapian adalah 
sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendirimaupun 
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang 
bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Perusahaan BUMN 
yang bertanggung jawab terhadap transportasi kereta api di Indonesia adalah PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero).  
                                                  
3 Usman, Adji Sution, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, 
hlm. 1. 
  
3 
Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang paling diminati saat 
ini, menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa angkutan umum, karena berbagai 
macam pertimbangan diantaranya kereta api merupakan salah satu moda 
transportasi angkutan darat yang memiliki banyak kelebihan. Salah satu keunggulan 
dari kereta api, yaitu dapat mengangkut banyak orang dalam sekali perjalanan atau 
bersifat masal jika dibandingkan dengan moda transportasi darat lainya, serta 
adaptif terhadap perkembangan teknologi. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah 
No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2003. Hal ini disebutkan dalam Pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini dan terdapat di 
bagian buku ketiga tentang Perikatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(BW). 
Tujuan pengangkutan atau lalu lintas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni: 
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 
  
4 
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 
bangsa; 
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan  
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
Standar pelayanan angkutan orang diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan 
bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal 
yang meliputi: keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan; kesetaraan; 
dan keteraturan. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ditetapkan 
berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.  
Diberlakukannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
diharapkan meningkatkan kualitas sarana angkutan untuk membuat penumpang 
nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa 
angkutan umum. Selain itu, perlindungan hukum bagi semua pihak terkait dengan 
sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat 
pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta 
sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan 
prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan dikembangkan serta 
kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu 
mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia 
jasa transportasi.  
Hukum pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku 
Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
  
5 
pada Buku II titel ke V. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di 
bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992.  
PT. Kereta Api Indonesia sebagai penyelenggara perkeretaapian dapat 
dikategorikan sebagai pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3) memberi ketentuan bahwa pelaku usaha 
adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 
PT. KAI sebagai pelaku usaha maupun pengguna jasa kereta api sebagai 
konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. PT. KAI sebagai 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak dapat dipisahkan oleh pengguna jasa 
kereta api. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian berisi ketentuan bahwa Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau 
badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan 
orang maupun barang.  
Pengguna Jasa dalam pengertian tersebut berkaitan erat dengan konsumen 
yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi apabila mengalami kerugian yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. KAI. Pasal 19 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi 
ketentuan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
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kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 
Realita di atas dapat menggambarkan bahwa pelayanan angkutan umum 
terhadap penumpang belum maksimal, sehingga penumpang merasa dirugikan 
dalam pelayanan angkutan umum yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan 
pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektifitas hukum 
pengangkutan itu sendiri. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan 
kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara 
mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.4 Perlindungan konsumen 
merupakan istilah yang dipakai untuk mengambarkan perlindungan hukum yang 
diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari 
hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 
Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 
mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk 
perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum dengan judul ”Tinjauan 
Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api 
di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
                                                  
4 Sidobalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2014, hlm. 37. 
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1. Apa saja permasalahan dan penyelesaian perlindungan konsumen pengguna jasa 
kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa transportasi 
kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Agar penelitian mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan 
arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui 
penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian perlindungan konsumen 
pengguna jasa kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero). 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa 
transportasi kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero). 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:  
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum 
tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pengguna jasa 
transportasi umum khususnya kereta api. 
2. Secara Praktis 
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1) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 
masukan atau rekomendasi bagi kebijakan pemerintah pusat dan daerah 
dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dalam perlindungan hukum 
konsumen dalam jasa transportasi, khususnya kereta api dalam memenuhi 
hak-hak pengguna jasa kereta api yang dirugikan.  
2) Bagi masyarakat, mengetahui informasi tentang prosedur perlindungan 
hukum konsumen dalam menggunakan jasa transportasi, khususnya kereta 
api jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan. 
3) Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan diperkuliahan dalam 
kehidupan yang sebenarnya khususnya dalam hal perlidungan komsumen.  
 
E. Tinjauan Pustaka  
Evanggelista, Gabriella & Nurbaiti, Siti (2019) “Perlindungan Hukum Atas 
Hak Kenyamanan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Tranportasi Kereta Api 
Commuter Line Khusus Wanita”. Tipe penelitin yang digunakaan adalah tipe 
peneliatian normatif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Pendekatan 
penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT.Kereta Commuter Indonesia 
(PT.KCI) belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap pengguna jasa Kereta 
Api Commuter Line Khusus Wanita sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perkretapian dan Passal 4 ayat (1) Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, ketidaknyaman disebabkan karena gerbong kereta api Commuter Line 
Khusus Wanita tersebut selalu penuh sesak dan mengakibatkan salah satu 
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penumpang kereta pingsan. Dengan demikian PT.KCI belum memberikan 
perlindungan hukum dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur 
dalam Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Perkretapian dan Paasal 7 Undang-
Undang Perlindugan Konsumen.  
Dewi, Fransisca Permata (2013) “Analisis Terhadap Perlindungan 
Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Dalam Penjualan Tiket Melalui Calo 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian/ oleh 
Fransisca Permata Dewi”. Permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap pengguna jasa kereta api dalam penjualan tiket melalui calo berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Metode penelitian 
yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum normatif. 
Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahkan sesungguhnya telah diatur mengenai 
pelarangan penjualan tiket diluar loket resmi serta sanksinya, tetapi belum terlihat 
perlindungan nyata bagi konsumen sesuai ketentuan tersebut, maka berdasarkan 
penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen kereta 
api yang telah diatur dalam ketentuan perlu ditegakkan, dilaksanakan secara tegas, 
Namun, aturan yang ada juga hanya dapat dijalankan selaras dengan 
ditingkatkannya pengawasan dari pelaku usaha PT. KAI dan juga kesadaran hukum 
konsumen.  
Istia, Justicia Mayrendika Grace & Al Imron, Gianto (2018) Aturan 
Penjualan Tiket Tanpa Tempat Duduk Bertentangan dengan Hak-Hak Konsumen 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
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undangan (statute approach), pendekatan konseptual(conceptual approach). 
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari sumber 
bahan hukum primer yang berkaitan dengan pengangkutan, kereta api, dan 
perlindungan konsumen serta sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari 
sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-
pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel dari 
internet yang berkaitan perlindungan konsumen, pengangkutan umum, dan juga 
hasil wawancara dengan pihak PT KAI. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa KA Rapih Doho termasuk dalam KA jarak 
dekat yang menyediakan tiket tanpa tempat duduk menyebabkan banyak 
penumpang berdiri dan menimbulkan ketidaknyaman baik bagi penumpang dengan 
tempat duduk maupun penumpang tanpa tempat duduk. Penumpang yang berdiri 
tidak disediakan tempat khusus sehingga harus berdiri di tengah koridor, di ujung-
ujung gerbong, bahkan di dekat toilet dan pintu kereta yang menyebabkan keadaan 
dalam gerbong menjadi penuh sesak. Di sisi lain, konsumen mempunyai hak yang 
dijamin dalam Pasal 4 UUPK diantaranya mengenai keamanan, kenyamanan, dan 
keselamatan. PT KAI sebagai pelaku usaha memang diperbolehkan untuk menjual 
tiket tanpa tempat duduk khusus bagi KA jarak dekat, dan standarnya telah 
ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga muncul permasalahan 
apakah aturan mengenai penjualan tiket tanpa tempat duduk ini melanggar hak 
konsumen dalam UUPK atau tidak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
standar minimal pelayanan yang telah ditetapkan masih mengesampingkan hak 
konsumen atas kenyamanan dan keselamatan 
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Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa 
permasalahan perlindungan hukum konseumen pengguna jasa transportasi kereta 
api sudah pernah dilakukan. Penelitian Evanggelista & Nurbaiti (2019) membahas 
perlindungan hukum atas hak kenyamanan, selanjutnya penelitian Dewi (2013) 
permasalahan yang diteliti difokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa 
kereta api dalam penjualan tiket melalui calo, dan penelitian Istia & Al Imron (2018) 
membahas masalah aturan penjualan tiket tanpa tempat duduk. Berdasarkan telaah 
terhadap skripsi yang sudah ada, bahwa tema skripsi atau permasalahan yang akan 
penulis bahas belum dibahas oleh orang lain. 
 
F. Metode Penelitian  
Suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin 
dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun metode penelitian 
dalam penelitian ini sebagai berikut.  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggunakan data primer 
sebagai data utama, sumber datanya diperoleh melalui observasi dan 
wawancara. Penelitian ini selain melakukan penelitian lapangan, penulis juga 
meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu metode yang 
digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian 
wawancara kepada narasumber dan respoden ditambah dengan studi 
kepustakaan untuk melengkapi data yang ada.  
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2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian hukum terapan (normative empiris), yaitu penelitian hukum 
tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in 
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penerapan hukum tanpa konflik atau ada konflik 
namun tidak diselesaikan melalui pengadilan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas permasalahan 
yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk 
mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Penelitian ini, 
hal yang diamati berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap 
pengguna jasa transportasi kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini 
dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya, didukung 
data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer, data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupengertian baru tentang fakta 
yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum sekunder yaitu 
bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.5  
                                                  
5 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hlm. 29. 
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Penelitian ini selain melakukan penelitian lapangan yang disertai dengan 
wawancara kepada narasumber dan responden, penulis juga meneliti bahan-
bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu metode yang digunakan 
untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian wawancara 
kepada narasumber dan respoden ditambah dengan studi kepustakaan untuk 
melengkapi data yang ada.  
a. Data primer, berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung 
dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang 
mengetahui obyek yang diteliti.  
b. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini, antara lain: 
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.6 Bahan 
hukum primer bersumber dari hukum positif dan isinya mempunyai 
kekuatan mengikat terhadap masyarakat, antara lain:  
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen;  
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan;  
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;  
                                                  
6 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005,      hlm. 
142. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang 
memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh 
secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan 
oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, 
penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.7  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan 
(observasi) dan wawancara (interview), dan penggunaan daftar pertanyaan atau 
kuesioner. Penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga perlu 
memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan, maka penelitian ini 
nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda, 
majalah,-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat 
serta catatan harian. Peneliti memperoleh dokumen PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang. Selain itu juga dengan buku-buku 
literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang 
angkutan kereta api.  
b. Studi Kepustakaan, merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan 
dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, 
                                                  
7 Ibid., hlm. 36. 
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peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan 
sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
c. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Peneliti melakukan 
wawancara disini dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan 
pelayanan jasa transportasi kereta api dan pengguna jasa transportasi kereta 
api dilakukan secara terstruktur guna mempermudah peneliti dalam 
mendaptkan hasil dari wawancara tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data 
sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode kualitatif, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian 
yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk 
uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat 
penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus 
melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan 
hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.8  
                                                  
8  Ibid., hlm. 251-252. 
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Analisis dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari 
suatu permasalahan yang diteliti dan juga analisis hukum yaitu menganalisis 
dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan yang diteliti 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan 
sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum 
yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL  
  Bab ini akan menguraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan 
tentang perlindungan hukum antara lain pengertian perlindungan 
hukum, pengertian hukum perlindungan konsumen, asas hukum 
perlindungan konsumen, dasar perlindungan hukum konsumen, tujuan 
hukum perlindungan konsumen; tinjauan tentang pengangkutan atau 
transportasi antara lain pengertian pengangkutan atau transportasi, asas-
asas pengangkutan atau transportasi, jenis-jenis pengangkutan atau 
transportasi; tinjauan tentang perjanjian pengangkutan atau transportasi 
antara lain pengertian perjanjian pengangkutan atau transportasi, sifat 
perjanjian pengangkutan atau transportasi, syarat sah perjanjian 
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pengangkutan atau transportasi, asas-asas hukum perjanjian 
pengangkutan atau transportasi; dan tinjauan tentang PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero). 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pembahasan hasil penelitian meliputi permasalahan dan penyelesaian 
perlindungan konsumen pengguna jasa kereta api di DAOP 4 Semarang 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan bentuk perlindungan hukum 
konsumen pengguna jasa transportasi kereta api di DAOP 4 Semarang 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 
BAB IV : PENUTUP 
  Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran dari 
penulis yang didasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum  
1. Pengertian Perlindungan Hukum  
Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan 
protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah 
proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan 
menurut Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.9 
Pengertian terminologi hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi 
dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-
undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 
patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan/pertimbangan yang 
ditetapkan hakim dalam pengadilan, atau vonis. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat 
dari delapan arti, yaitu: hukum dalam arti penguasa, para petugas, sikap tindakan, 
sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, disiplin hukum. Beberapa arti 
hukum dari berbagai macam sudut pandang tersebut menggambarkan bahwa hukum 
tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak 
hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu 
tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup 
dalam pergaulan masyarakat.10  
                                                  
9 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, West: St. paul, 2009, hlm.1343. 
10 Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 
25-43. 
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Perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan pengayoman kepada 
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Berbagai upaya hukum yang harus 
diberikan oleh aparat penegak hukum. Perlindungan konsumen menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. 
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep 
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 
kemanfaatan dan kedamaian.11 Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli 
mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 
1. Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu 
dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma 
dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 
pergaulan hidup antara sesama manusia.12  
                                                  
11 Rahayu, Pengangkutan Orang, 2009, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
12 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 
Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14. 
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2. Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi 
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.13 
3. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 
aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.14 
4. Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat 
menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan 
hukum kepada pihak bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.15 
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara 
masyarakat demi mencapai keadilan.16 Perlindungan hukum dikonstruksikan 
sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.17 Perlindungan hukum 
adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk 
perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 
yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 
                                                  
13 Rahardjo, Satjipro, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003,           hlm. 
121. 
14 Setiono, Rule of Law, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 
2004, hlm. 3. 
15 Hasanah, Hetty, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas 
Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, artikel diakses pada 10 Juli 2019 dari http://jurnal. 
unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. 
16 Diniyati, Hilda Hilmiah, Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada 
Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia), Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm. 19. 
17 Salim, H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 261. 
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dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 
sebagainya) memperlindungi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mejelaskan 
perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman 
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pengadilan.  
Perlindungan dalam ilmu hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang 
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk 
memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada 
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang 
pengadilan.  
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerika), atau consument/konsument (belanda). Secara harfiah arti kata consumer 
adalah setiap orang menggunakan barang.18 Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 
memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Menurut Inosentius 
Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, 
baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan 
undangan. Sedangkan menurut Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan 
                                                  
18 Kristiayanti, Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,   hlm. 
22. 
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konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh 
kepustakaan Belanda , yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa 
secara konkret dan riil”.19 
Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 
”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”.  
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini 
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus 
dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 
Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution adalah hukum konsumen 
yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga 
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum 
konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 
dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.20 
                                                  
19 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 16. 
20 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9. 
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Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, 
hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan 
menjalankan kewajiban itu.21 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai 
untuk mengambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen 
itu sendiri. 
 
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen  
Penegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang 
berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa asas-asas 
dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan 
dalam peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen 
serta partisipasi hukum. 
Adapun yang menjadi asas-asas dari perlindungan konsumen tercantum 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang menyebutkan bahwa ”perlindungan konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum.” Penjelasan dari masing-masing asas perlindungan konsumen 
sebagai berikut: 
                                                  
21 Sidobalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2014, hlm. 37. 
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a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan 
spiritual. 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 
e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 
Selain asas-asas yang tersebut di atas, maka terdapat asas lain yang tidak 
kalah pentingnya yaitu asas i’tikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 
Asas i’tikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.22 
Ketentuan tentang i’tikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menyebutkan 
bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i’tikad baik.” 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
juga mengenal adanya kewajiban i‟tikad baik bagi produsen maupun konsumen. 
                                                  
22 Miru, Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: 
Grafindo Persada, 2011, hlm. 120. 
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Produsen diwajibkan beri’tikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 
sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beri‟tikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban beri‟tikad baik bagi produsen/pelaku 
usaha dan konsumen tersebut merupakan bagian dari beberapa kewajiban produsen 
dan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7. 
 
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen  
Hukum konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku selain dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Sebelumnya telah diuraikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 20 April 2000). Dengan demikian dan 
ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (ketentuan peralihan) undang-undang ini, 
berarti untuk “membela” kepentingan konsumen. Sekalipun peraturan perudang-
undagan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, 
setidak-tidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum 
perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut.  
a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR  
Hukum konsumen, terutama Hukum Perlindungan Kosumen 
mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, 
pembukaan alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk 
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia”. Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata 
“segenap bangsa” sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh 
bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Akan tetapi, di samping itu, dari kata 
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“melindungi” di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum pada 
segenap bangsa tersebut. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah 
bagi segenap bangsa tanpa kecuali.  
Landasan hukum lainya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 
ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi 
“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
Sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang tergantung atau digantung oleh 
pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta ataupun tidak, 
untuk melindungi dan atau mecegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan 
yang layak apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak 
bagi warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat 
secara menyeluruh.  
b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata  
Dengan hukum perdata dimaksudkan hukum perdata dalam arti luas, 
termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang 
termuat dalam berbagai peraturan perundang-udangan lainnya. Kesemuanya itu 
baik dalam hukum tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (hukum adat).  
Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab 
UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja juga 
kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis tetapi ditunjuk oleh 
pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Patut kiranya diperhatikan 
kenyataan yang ada dalam pemberlakuan berbagai kaidah hukum perdata 
tersebut.  
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Bebarapa putusan pengadilan tentang masalah kepertdataan berkaitan 
dengan konsumen masih terlihat. Adapun hubungan-hubungan atau masalah 
antara dan konsumen dari berbagai negara yang berbeda, atau tidak bersamaan 
hukum yang berlaku bagi mereka, dapat diberlakukan Hukum Internasional dan 
asas-asas hukum Internasional, khususnya Hukum Perdata Internasioal, memuat 
pula berbagai ketentuan hukum perdata bagi konsumen.  
Akan tetapi disamping itu, dalam berbagai peraturan perudang-undangan 
lain, tampaknya termuat pula kaidah-kaidah hukum yang mempengaruhi 
dan/atau termasuk dalam bidang hukum perdata. Antara lain tentang siapa yang 
dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam suatu hubungan hukum konsumen, 
hak-hak dan kewajiban masing-masing, serta tata cara penyelesaian masalah 
yang terjadi dalam sengketa antara konsumen dan penyedia barang dan/atau 
penyelenggara jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
bersangkutan. Beberapa diantara (yang terbaru) adalah Undang-Undang tentang 
Metrologi Legal (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981), Undang-Undnag 
tentang Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982), Undang-
Undang tentang Ketentuan-Ketentauan Pokok Pers (Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1982), Undang-Undang Penindustrian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1984), Undang-Undang tentang Rumah Susun (Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1985), Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992), Undang-Undang tentang Kesehatan 
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992), UndangUndang tentang Pangan 
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996), dan terakhir Undang-Undang 
Perlindungan Kosumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Lembaran 
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Negara Tahun 1999 Nomor 42). Jadi kalau dirangrum keseluruhnyan, dan 
terlihat bahwa kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum 
pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan kosumennya 
masing-masing terlihat termuat dalam:  
1) KUH Perdata, terutaman dalma buku kedua, ketiga, dan keempat;  
2) KUH Dagang, Buku kesatu dan buku kedua;  
3) Berbagai peraturan perundang-undangan lalu yang memuat kaidah-kaidah 
hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan 
masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan 
konsumen.23 
c. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik  
Hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara 
negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan 
perorangan. Termasuk hukum publik terutama dalam kerangka hukum 
konsumen dan/atau hukum perilndungan konsumen, yaitu hukum administrasi 
negara, hukum pidana, hukum acara perdata atau hukum acara pidana dan 
hukum internasional khusunya hukum perdata internasional.  
Jadi, segala kaidah hukum maupun asas-asas hukum ke semua cabang-
cabang hukum publik itu sepanjamg berkaitan dengan hubungan hukum 
kosumen dan/atau masalahnya dengan penyedia barang dan atau penyelenggara 
jasa, dapat pula diberlakukan. Dalam kaitan ini anatara lain ketentuan perizinan 
                                                  
23 Krstiayanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 
hlm. 40-62. 
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usaha, ketentuanketentuan pidana tertentu, ketentuan-ketentuan hukum acara 
dan berbagai konvensi dan/atau ketentuan hukum perdata Internsioal.  
Di antara kesemua hukum publik tersebut, tampaknya hukum 
administrasi negara, selanjutnya disebut hukum administrasi, hukum pidana, 
hukum internasional khususnya hukum perdata internasional dan hukum acara 
perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam 
pembentukan hukum konsumen.  
 
5. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen  
Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai 
atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan 
konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak 
dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan 
penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.  
Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana termaksud dalam ketentuan 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
antara lain: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri;  
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 
dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;  
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  
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d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha menegnai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha.  
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. 
Sementara itu, Janus Sidabalok mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok 
mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut: 
a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 
sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 
1945; 
b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak 
negatif penggunaan teknologi; 
c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat 
rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga 
untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional; 
d. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang 
bersumber dari masyarakat konsumen.24  
                                                  
24 Mansyur, M. Ali, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan 
Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 81. 
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Achmad Ali mengatakan bahwa “masing-masing undang-undang memiliki 
tujuan khusus.25 Hal itu tampak dalam pengaturan pasal 3 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tujuan khusus 
perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum. Rumusan tujuan 
perlindungan konsumen huruf a dan e mencerminkan tujuan hukum mendapatkan 
keadilan. Sedangkan rumusan huruf a, b, termasuk c dan d serta huruf f 
mencerminkan tujuan hukum memberikan kemanfaatan, dan tujuan hukum khusus 
yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum tercermin dalam rumusan huruf d. 
Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita 
lihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat 
dikualifikasi sebagai tujuan ganda. Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum 
(umum) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menjadikan sejumlah 
tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan huruf f dari pasal 3 tersebut hanya dapat 
tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan subsistem 
perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas 
penunjang dan kondisi masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dikemukakan 
berhubungan dengan persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang 
seterusnya menentukan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa kesadaran hukum, ketaatan 
hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling 
berhubungan. 
                                                  
25 Ali, Achmad, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko 
Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 25. 
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Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Tujuan terhadap perlindungan konsumen pada hakikatnya ialah 
untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat 
dalam kegiatan ekonomi/bisnis ialah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan 
berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan memberikan nilai tambah dari aspek 
ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh Karena 
itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha 
untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah dan peraturan lainya yang berlaku secara yuridis formal.26 
Tujuan hukum perlindungan konsumen ini dapat berjalan sebagaimana 
seperti yang telah dicita-citakan, perlu diperkuat oleh kesatuan dari keseluruhan sub 
sistem yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen didukung 
oleh sarana dan fasilitas yang menunjang. Sehingga dengan adanya undang-undang 
tersebut diharapkan akan terwujud dalam tantangan masyarakat dan hukum yang 
baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar 
terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran 
dan kesejahteraan. 
 
B. Tinjauan tentang Pengangkutan atau Transportasi 
1. Pengertian Pengangkutan atau Transportasi  
Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan 
bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan 
                                                  
26 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Malang: UIN 
MALIKI PRESS, 2011, hlm. 5. 
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membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya 
pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang 
atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan 
itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.27 
Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia 
yang modern senantiasa didukung oleh pengangkutan. Bahkan salah satu barometer 
penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan 
perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut 
dalam kegiatan pengangkutan.28 
Menurut Ridwan Khairindy, pengangkutan merupakan pemindahan barang 
dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, 
yaitu sebagai berikut: 
a. adanya sesuatu yang diangkut; 
b. tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, 
c. ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.29 
Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan 
angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Adapun yang 
menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. 
                                                  
27  Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1991, hlm. 19. 
28 Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2010, hlm. 173. 
29 Khairandy, Ridwan, Pokok-pokok Hukum Dagang di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 
2013, hlm. 371. 
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Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat 
tujuan dari pada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan 
memberi nilai kepada barang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang 
dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (place utility) dan nilai waktu 
(time utility). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat di 
mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan 
demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat. 
Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai 
benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu 
untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari 
pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan 
dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.30 
Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
atau aktivitas kehidupan manusia. pengertian pengangkutan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dalam Pasal 466 titel VA, buku II tentang pengangkutan 
barang adalah orang yang baik karena penggunaan penyediaan kapal menururt 
waktu (carter waktu) atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (carter 
perjalanan), baik dengan suatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui 
laut. 
Pengangkutan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu 
                                                  
30 http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html. Diunduh tanggal 10 
Juli 2019. 
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tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 
Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke 
dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat 
pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atas penumpang dari alat 
pengangkutan ke tempat yang ditentukan. 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengangkutan 
adalah suatu proses kegiatan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat 
ke tempat tujuan tertentu dengan selamat menggunakan alat pengangkutan yang 
berupa kendaraan. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat 
diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan 
ekonomi. 
 
2. Asas-Asas Pengangkutan atau Transportasi 
Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang bersifat perdata dan yang bersifat publik.31 
Asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang 
hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu 
pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas-asas hukum pengangkutan 
yang bersifat perdata menurut Abdulkadir Muhammad Ada empat asas pokok yang 
mendasari perjanjian pengangkutan, yaitu asas konsensual, asas koordinasi, asas 
campuran, dan asas tidak ada hak retensi.32 Berikut adalah penjelasannya: 
                                                  
31 Asas dalam hukum pengangkutan https://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalam-
hukum-pengangkutan/, Diunduh tanggal 10 Juli 2019. 
32 Muhammad, Abdulkadir, Op.Cit., hlm.23. 
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a. Asas konsensual. Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian pengangkutan 
secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-
pihak. Tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen 
pengangkutan bukan merupakan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti 
bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan 
tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah 
ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan 
ketentuan undang-undang. Tetapi apabila undang-undang tidak menentukan 
(tidak mengatur) kewajiban dan hak yang wajib mereka penuhi, diikutilah 
kebiasaan yang berakar pada kepatutan, jika apabila terjadi perselisihan mereka 
selesaikan melalui musyawarah, arbitrase, atau melalui pengadilan. 
b. Asas koordinasi. Asas ini menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam 
pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang 
mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa 
dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut 
bukanlah sebagai bawahan dari penumpang atau pengirim barang, melainkan 
pengangkut adalah perjanjian pemberi kuasa. 
c. Asas campuran. Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis 
perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, 
penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melkukan 
pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. 
Dengan demikian ketentuan-ketentuan dari tiga jenis perjanjian itu berlaku juga 
dalam perjanjian pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian 
pengangkutan. 
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d. Asas tidak ada hak retensi. Penggunaan hak retensi dalam perjanjian 
pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan 
fungsi dan tujuan pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban 
menyimpan barang atas biaya pemiliknya. 
Sedangkan asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik yaitu 
sebagai berikut: 
a. Asas manfaat, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat pengembangan 
peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya 
peningkatan pertahanan dan keamanan negara; 
b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang 
pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang 
dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai 
oleh semua semangat kekeluargaan; 
c. Asas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat 
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan 
masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; 
d. Asas keseimbangan, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian 
rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, 
antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu 
dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional; 
d. Asas kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus 
mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas; 
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e. Asas keterpaduan, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat 
dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar 
moda transportasi; 
f. Asas kesadaran hukum, bahwa kewajiban kepad pemerintah untuk menegakkan 
dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara 
indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan 
pengangkutan; 
g. Asas percaya pada diri sendiri, bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepada 
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, serta bersendikan 
kepada kepribadian bangsa; 
h. Asas keselamatan penumpang, setiap penyelenggaraan pengangkutan 
penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.33 
Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan 
perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang atau penumpang 
dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 
barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau 
penumpang mengikatkan diri pada ongkos pembayaran angkutannya. Perjanjian 
pengangkutan terlibat dua pihak, yaitu: pengangkut dan pengirim barang atau 
penumpang.34 
 
 
                                                  
33 Asas dalam hukum pengangkutan https://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalam-
hukum-pengangkutan/ Diunduh tanggal 10 Juli 2019. 
34 Khairandy, Ridwan, et al., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Yogyakarta: Gama Media, 
2011, hlm.200. 
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3. Jenis-Jenis Pengangkutan atau Transportasi 
Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokan menurut macam atau 
moda atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang 
yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis 
serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifakasi transportasi sebagai 
berikut: 
a. Dari segi jenis transportasi meliputi: 
1) Angkutan penumpang (passanger); 
2) Angkutan barang (goods); 
3) Angkutan pos (mail). 
b. Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi 
menjadi; 
1) Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa; 
2) Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera; 
3) Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung; 
4) Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur; 
5) Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain; 
6) Angkutan antar negara: misalnya dari Francis ke Swiss. 
c. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, Jika dilihat dari sudut teknis dan alat 
angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut: 
1) Angkutan jalan raya atau highway transportation (road transportation), 
seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan; 
2) Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api, trem 
listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel 
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kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail and 
road transportation atau land transportation (angkutan darat); 
3) Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), seperti 
pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya; 
4) Pengangkutan laut atau samudera (ocean transportation), yaitu angkutan 
dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera; 
5) Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation), yaitu 
pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan 
udara.35 
Jenis-jenis pengangkutan pada umumnya berdasarkan pada jenis alat angkut 
yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat 
berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Terkait dengan jenis pengangkutan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kereta api. Dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian disebutkan: 
Pasal 1 butir (1): 
Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiriatas prasarana, sarana, dan 
sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk 
penyelenggaraan transportasi kereta api. 
 
Pasal 1 butir 2: 
Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri 
maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun 
sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara 
Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang.  
 
Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah 
                                                  
35 Asikin, Zainal, Hukum Dagang, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.157. 
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diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pada 
tanggal 14 Agustus 2008 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pemisahan 
Divisi Jabotabek menjadi PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) untuk 
mengelola kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. selama tahun 2008 
jumlah penumpang melebihi 197 juta. Pemberlakuan Undang-Undang 
Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.36  
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian menyebutkan bahwa Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan: 
a. Asas manfaat, adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, 
kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan 
bagi warga negara. 
b. Asas keadilan, adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan 
kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta 
memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua 
pihak yang terlibat dalam perkeretaapian. 
c. Asas keseimbangan, adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas 
dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa 
dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan 
                                                  
36 http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia/, Diunduh tanggal 10 Juli 2019. 
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masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara kepentingan nasional 
dan internasional. 
d. Asas kepentingan umum, adalah bahwa perkeretaapian harus lebih 
mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan 
perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, 
kenyamanan, dan ketertiban. 
e. Asas keterpaduan, adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan 
sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling 
menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun 
antarmoda transportasi. 
f. Asas kemandirian, adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus 
berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, 
serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi 
pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa. 
g. Asas transparansi, adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus 
memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang 
benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan 
berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian. 
h. Asas akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus 
didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
i. Asas berkelanjutan, adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus 
dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan 
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mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
 
C. Tinjauan tentang Perjanjian Pengangkutan atau Transportasi 
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan atau Transportasi 
Istilah pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut 
dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan 
barang-barang atau orang-orang (penumpang).37 Pengangkutan adalah perjanjian 
timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pemgangkut mengikatkan 
diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu 
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan 
diri untuk membayar uang angkutan.38 
Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian 
timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan 
diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat 
ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri 
untuk membayar angkutan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pihak 
dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari perjanjian 
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak 
mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban 
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat 
                                                  
37 Purba, Hasim, Hukum Pengangkutan di Laut. Medan: Pusaka Bangsa, 2005, hlm 3. 
38 Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 
2003, hlm. 2. 
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ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban 
untuk membayar uang angkutan.39 
Pengertian lain dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan 
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan 
perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.40 Konsep 
pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:  
a. Pengangkutan sebagai usaha (business);  
b. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); 
c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process).  
Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir 
dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan 
sebagai berikut:  
a. Pengangkutan sebagai Usaha (business). Pengakutan sebagai usaha (business) 
adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat 
pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya adalah gerbong 
untuk mengangkut barang, kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk 
mengangkut barang, bus untuk mengangkut penumpang, pesawat cargo untuk 
mengangkut barang, pesawat penumpang untuk mengangkut penumpang, kapal 
kargo untuk mengangkut barang, dan kapal penumpang untuk mengangkut 
penumpang. Kegiatan usaha tersebut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, 
persekutuan, atau badan hukum. Karena menjalankan perusahaan, usaha jasa 
pengangkutan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.  
b. Pengangkutan sebagai Perjanjian (Agreement). Pengangkutan sebagai 
perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan piahk 
penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban 
dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim.  
c. Pengangkutan sebagai Proses Penerapan (Applying Process). Pengangkutan 
sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam 
alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan 
yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.41 
                                                  
39  Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya, 2001,        
hlm 21. 
40  Purba, Hasim. Op Cit, hlm 4. 
41  Muhammad,Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1991, hlm 46. 
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Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi 
mungkin ada sebagian yang tidak berguna disebabkan oleh suatu cacat ketika 
perjanjian-perjanjian tersebut dibuat. Faktor yang mempengaruhi cacatnya suatu 
perjanjian adalah kekeliruan perbuatan curang, paksaan, pengaruh yang tidak pantas 
dan ketidakcakapan dalam membuat perjanjian. Pada pasal 1313 KUH Perdata, 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat 
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sehubungan dengan ini, perjanjian adalah 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 
berjanji. 
Para pihak dalam perjanjian pengangkutan diberikan kebebasan untuk 
menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuatnya. Apabila terjadi kelalaian pada 
salah satu pihak, maka akibatnya ditetapkan bagaimana berlaku untuk perjanjian-
perjanjian pada umumnya dalam buku ke tiga dari KUH Perdata. Persetujuan antara 
pihak-pihak yang berkepentingan itu melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang 
harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan.  
Esensi dari perjanjian pengangkutan adalah adanya hubungan hukum secara 
timbal balik antara pengangkut (penyedia jasa angkutan) dengan penumpang 
dan/atau pengirim barang (pengguna jasa angkutan) dimana masingmasing pihak 
mempunyai kewajiban dan hak.42 Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului 
oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. 
Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan 
penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang 
                                                  
42  Purba, Hasim. Op Cit, hlm 100. 
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atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah 
disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh 
sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan 
kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai 
biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat 
tujuan dengan selamat. 
 
2. Sifat Perjanjian Pengangkutan atau Transportasi 
Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat adalah perjanjian timbal balik 
yang artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dimana 
pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 
atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan 
pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan. Perjanjian 
pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi 
dan dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tersebut, hubungan kerja antara 
pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau 
pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang.  
Hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut yang tidak terus 
menerus melainkan hanya kadang kala ini disebut dengan “pelayanan berkala”. 
Pelayanan berkala disinggung dalam Pasal 1601 KUH Perdata, dikatakan 
disinggung karena tidak ada pengaturan selanjutnya mengenai pelayanan berkala. 
Karena perjanjian berkala ini tidak diatur lagi secara terperinci dan karena perjanjian 
pengangkutan mempunyai sifat rangkap, seperti unsur pemborongan (aanneming 
van werk), unsur penyimpanan (bewaargeving), dan unsur lainnya, maka terdapat 
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beberapa pendapat mengenai sifat perjanjian pengangkutan. Terdapat beberapa sifat 
perjanjian pengangkutan, sebagai berikut: 
a. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala  
Dalam sifat pelayanan berkala ini, hubungan kerja antara pengirim dan 
pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim 
membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan ini disebut 
“pelayanan berkala”, sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadang kala 
saja, bila pengirim membutuhkan pengangkutan.43 
Perjanjian yang bersifat “pelayanan berkala” ini disinggung dalam Pasal 
1601 KUH Perdata. Dikatakan disinggung karena pengaturan selanjutnya 
mengenai perjanjian berkala itu tidak ada. Pasal 1601 KUH Perdata menyatakan 
:  
“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur 
oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang 
diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan 
pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah: perjanjian 
perburuhan dan pemborongan pekerjaan.” 
 
b. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemborongan  
Pendapat yang menyatakan sifat perjanjian pengangkutan adalah 
pemborongan mendasarkan diri atas Pasal 1617 KUH Perdata, yang merupakan 
pasal penutup dari Bab VII A tentang pekerjaan pemborongan. Pasal 1617 KUH 
Perdata ini berbunyi:  
“Hak-hak dan kewajiban-kewajiban juru-juru pengangkut dan nakhkoda-
nakhkoda diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.” 
 
                                                  
43 Purwosutjipto, H.M.N, Op Cit, hlm. 7. 
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Perjanjian pengangkutan harus mempunyai sifat sebagai perjanjian 
pemborongan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata yang 
menentukan:  
“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, 
sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi 
pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang 
ditentukan.” 
 
Dengan demikian, berarti perjanjian pengangkutan tersebut dilakukan 
karena adanya salah satu pihak, yaitu pengangkut, yang mengikatkan diri untuk 
melakukan kegiatan pengangkutan dengan menerima suatu bayaran sebagai 
harga yang telah ditentukan dari pihak lain sebagai penumpang dan/atau 
pengirim.  
c. Sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran.  
Perjanjian campuran yaitu perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan 
berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Pengangkutan memiliki 
unsur melakukan pekerjaan (pelayaan berkala) dan unsur penyimpanan, karena 
pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan 
menyimpan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut (Pasal 
466 dan Pasal 468 ayat (1) KUH Dagang).44 
Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, karena 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Pelayanan berkala (Pasal 1601 (b) KUH Perdata). Karena pasal ini adalah satu-
satunya pasal yang khusus mengenai pelayanan berkala, yang berarti tidak ada 
pasal lain yang dapat menolak adanya unsur lain yang ada pada perjanjian 
pengangkutan.  
                                                  
44 Ibid, hlm 9. 
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b. Unsur penyimpanan (bewaargeving), terbukti adanya ketetapan dalam Pasal 468 
ayat (1) KUHD yang berbunyi “Perjanjian pengangkutan mewajibkan 
pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat 
diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.” Juga dalam Pasal 346 
KUH Dagang. 
c. Unsur pemberian kuasa (lastgeving). Terbukti dengan adanya ketetapan dalam 
Pasal 371 KUHD. Pasal 371 ayat (1) KUHD berbunyi “Nakhoda diwajibkan 
selama perjalanan menjaga kepentingan para pemilik muatan, mengambil 
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap 
di muka Hakim.” Ayat (3) berbunyi “Dalam keadaan yang mendesak ia 
diperbolehkan menjual barang muatan atau sebagian dari itu, atau guna 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan guna kepentingan 
muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan itu sebagai 
jaminan.”45 
 
Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan juga bersifat 
konsensuil artinya pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus 
tertulis, cukup dengan lisan asal ada persetujuan kehendak para pihak (konsensus). 
 
3. Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan atau Transportasi 
Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang 
antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat 
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Adanya kesepakatan antara para pihak. 
b. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian. 
c. Suatu hal tertentu. 
d. Suatu sebab yang halal. 
 
Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, 
sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek 
perjanjian (sepakat dan cakap) seperti disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, 
                                                  
45 Ibid. 
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tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, 
mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 
Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat 
terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi 
oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal) sesuai dengan Pasal 1332 
KUH Perdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 
dapat menjadi pokok suatu perjanjian. 
KUH Perdata menurut Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua 
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Perjanjian kedua belah pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan 
hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 
KUH Perdata terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 
dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan dan 
apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum.  
Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi 
(melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang 
merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian 
pihak yang melalaikan kewajibannya. Menurut sistem hukum yang berlaku di 
indonesia dewasa ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang 
atau penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat 
yang disebutkan di atas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak 
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secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu 
bersifat konsensual. 
 
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan atau Transportasi 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, 
sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi 
kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian ketentuan di atas 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan 
perjanjian. 
KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan 
yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga 
dipedomani pada Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat 
dibatalkan jika bertentangan dengan Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau 
ketertiban umum. Asas-asas hukum perjanjian meliputi :  
a. Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat yang 
digunakan dalam suatu perjanjian yang diambil untuk mengadakan atau tidak 
mengadakan suatu perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata). 
b. Asas konsesualisme. Dengan adanya konsesualisme kontrak dikatakan telah 
lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak 
yang membuat. 
c. Asas pacta sunt servanda. Keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah 
pihak seimbang, maka asas kepastian hukum ini dapat dicapai semua perjanjian 
yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang 
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membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) dan pihak ketiga wajib 
menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak artinya tidak boleh 
mencampuri isi perjanjian.  
d. Asas kepribadian. Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama 
sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya (Pasal 1315 
KUH Perdata) bila dibuat maka pihak ketiga tidak rugi dan mendapat manfaat 
karenanya. Pada dasarnya seseorang dapat minta ditetapkan dirinya sendiri 
kecuali Pasal 1317 KUH Perdata yaitu janji untuk pihak ke-3 (ketiga). 
 
D. Tinjauan tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama 
pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan 
diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg 
Maatschappij (NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen 
menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka 
untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867. 
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 
1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) 
mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah 
tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Mulai tanggal 28 September 1945 
kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak 
diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang 
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melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, 
serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia.  
Perubahan identitas perusahaan merupakan upaya PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) untuk mengembangkan citra perusahaan kearah yang lebih baik. Selain itu 
potret pelayanan dalam sejarah panjang perekeratapian Indonesia menjadi tonggak 
semangat untuk melakukan perubahan dan percepatan transformasi menuju 
Pelayanan Prima. Identitas baru PT. Kerata Api Indonesia (Persero) diharapkan 
dapat menumbuhkan hubungan emosional yang mendalam antara brand dan 
konsumen, sehingga tercipta hubungan timbal balik antara penyedia jasa dan 
pengguna jasa kereta api (Stakeholders). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
mempunyai lambang perusahaan, sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Lambang Identitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
 
Keterangan: 
1. Bentuk: 
a. Garis melengkung, melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam 
mencapai Visi dan Misinya.  
b. Anak Panah, melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT 
KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 
2. Warna: 
a. Orange, melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan pelanggan) 
yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal. 
b. Biru, melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam 
memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan 
semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil 
sehingga dapat melesat.46 
                                                  
46 https://kai.id. Diunduh tanggal 10 Juli 2019. 
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Sesuai dengan lambang PT. Kereta Api Indonesia (Persero), maka visi misi 
PT. Kereta Api Indinesia (Persero) sebagai berikut:  
1. Visi  
a. Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 
pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders, 
b. Seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan,  
c. Berkembang, dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan, 
d. Pelopor dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, 
e. Karyawan bangga dan sejahtera. 
2. Misi  
Di dalam PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan 
bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik 
untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian 
lingkungan berdasarkan empat pilar utama yaitu sebagai berikut:  
a. Keselamatan, KAI memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam 
menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai 
potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset 
perusahaan dari kemungkinan terjainya kerugian. 
b. Ketepatan waktu, KAI akan selalu berupaya maksimal untuk tetap 
mengoperasikan perjalanan kereta api tepat sesuai pada waktunya, baik dari 
jadwal keberangkatan dan jadwal tiba demi kelancaran dan kepuasan 
pelanggan sebagi bentuk solusi dari salah satu alternatif transportasi publik 
yang bebas dari kemacetan. 
c. Pelayanan, dalam hal pelayanan, KAI akan memberikan yang terbaik sesuai 
dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi 
harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur: Kemampuan (Ability), 
Sikap (Attitude), Penampilam (Appearance), Perhatian (Attention), 
Tindakan (Action), Tanggung Jawab (Accountability). 
d. Kenyamanan, kenyaman pelanggan akan muncul sendirinya seiring dengan 
pelayanan prima, ketepatan waktu dan keselamatan yang diterapkan KAI 
sebagai pilar utama dalam mencapai kepuasan pelanggan.  
3. Tujuan  
Tujuan perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang 
kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan 
nasional khususnya dibidang transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa 
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negri ataupun 
internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang 
dan barang dengan Kereta Api, kegiatan perawatan prasarana perkeretapian, 
pengusaha prasarana perkeretaapian, pengusaha usaha penunjang prasarana dan 
sarana Kereta Api dan kemanfaatan umum dengan menetapkan prinsip-prinsip 
perseroan terbatas.47  
 
                                                  
47 Ibid. 
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PT KAI DAOP 4 Semarang yang berlokasi pada Jl. H. Thamrin Nomor 3 
Semarang. Daerah Operasi IV Semarang atau disingkat dengan DAOP 4 Semarang 
& DAOP 4 SM atau D4 SM Release Tobu Hope adalah salah satu daerah operasi 
perkeretaapian Indonesia, di bawah lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
yang berada di bawah Direksi PT. Kereta Api Indonesia dipimpin oleh seorang 
Executive Vice President (EVP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia. 
Stasiun besar yang berada di bawah kendali DAOP 4 Semarang adalah 
Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Tegal, Stasiun 
Pekalongan, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, dan Stasiun Ambarawa (stasiun 
kereta wisata). Sedangkan stasiun berkelas menengah diantaranya Stasiun 
Brumbung, Stasiun Kedungjati, Stasiun Gambringan, Stasiun Weleri, Stasiun 
Comal, Stasiun Batang Baru dan Stasiun Pemalang. Gudang kereta api berada di 
kompleks Stasiun Semarang Poncol, sedangkan dipo lokomotif berada di sebelah 
timur Stasiun Semarang Poncol. 
Budaya perusahaan merupakan pola sikap, keyakinan, asumsi, serta harapan 
yang dimiliki perusahaan dan dijadikan pedoman dalam melakukan interaksi antar 
karyawan dalam usaha mencapai sasaran perusahaan. PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) mempunyai budaya perusahaan yang terdapat di 5 nilai utama, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Integritas, PT. KAI (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai 
kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan 
keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan 
bertindak secara konsisten.  
2. Profesional, PT. KAI (Persero)memiliki kemampuan dan penguasaan dalam 
bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk 
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menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan dengan pekerjaan 
kepada orang lain. 
3. Keselamatan, PT. KAI (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten 
dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai 
potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset 
perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. 
4. Inovasi, PT. KAI (Persero) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, 
melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan 
kondusif untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder. 
5. Pelayanan Prima, PT. KAI (Persero) memberikan pelayanan yang terbaik sesuai 
dengan standar mutu dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan 
dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), 
Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan 
Accountability (Tanggung jawab).48 
 
Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar 
dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum 
sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa 
perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, 
kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau 
karena kesalahan penumpang. 
Dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan, 
keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, 
karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar 
dipermasalahkannya tanggung jawab pengusaha kendaraan angkutan umum. 
Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan 
                                                  
48 http://kip.kereta-api.co.id. Diunduh tanggal 10 Juli 2019. 
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penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. 
Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum 
wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang 
diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.  
Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan dimana 
prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab 
apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya. 
Peraturan khusus untuk jenis pengangkutan darat diatur di dalam ketentuan di luar 
Kitab Undang Undang Hukum Dagang/KUH Perdata, terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan-aturan ini dapat menjadi landasan hukum 
jika terjadi kecelakaan penumpang selama perjalanan yang disebabkan oleh 
kecelakaan alat pengangkut yang menyebabkan penumpang korban (luka, cacat, 
kematian), pengangkut wajib bertanggung jawab atas kecelakaan itu, maka 
pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Bab ini penulis akan membahas permasalahan tentang perlindungan hukum 
konsumen terhadap pengguna jasa transportasi kereta api khususnya pada PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang. Pembahasan meliputi permalasalahan dan 
bentuk perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi kereta api.  
A. Permasalahan dan Penyelesaian Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa 
Kereta Api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
Kewajiban dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku penyelenggara 
transportasi perkeretaapian adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
konsumen pengguna jasa transportasi kereta api sesuai dengan pengaturan pada 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kedua undang-
undang tersebut juga mengatur mengenai sanksi apabila PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) selaku penyelenggara perkeretaapian tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen 
pengguna jasa kereta api.  
Sampai saat ini, masih cukup banyak permasalahan yang dialami oleh 
konsumen pengguna jasa kereta api walaupun PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. 
Permasalahan ini berdampak pada terlanggarnya hak-hak konsumen yang terutama 
dialami oleh konsumen pengguna jasa kereta api. Secara umum, beberapa 
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permasalahan yang dialami oleh konsumen pengguna jasa kereta api di DAOP 4 
Semarang Stasiun Tegal, antara lain: 
1. Ketidakjelasan informasi jadwal kereta api 
Informasi mengenai jadwal kedatangan akan sangat membantu 
penumpang apabila terpampang di setiap stasiun. Namun pada kenyataannya, 
jadwal tersebut tidak dapat ditemukan pada setiap stasiun. Jadwal tersebut hanya 
dapat ditemukan pada stasiun-stasiun tertentu saja yang dirasa cukup padat. 
Padahal jadwal ini merupakan salah satu sarana informasi bagi para pengguna 
Jasa kereta api untuk mengetahui kapan kereta akan datang. Tidak adanya 
jadwal kedatangan kereta ini membuat para pengguna kereta api bertanya pada 
petugas di loket penjualan karcis saat sedang membeli karcis atau menunggu 
informasi kedatangan kereta yang diumumkan oleh petugas melalui mikrofon 
yang ada di setiap stasiun.  
Hal ini tentu akan menimbulkan masalah lain seperti ketidaklancaran 
arus pembelian karcis terutama pada jam sibuk. Ketidaklancaran pembelian 
karcis tersebut akan menghambat penumpang yang keretanya akan segera 
datang sehingga ia terlambat naik kereta dan harus menunggu kereta 
selanjutnya.  
Menurut Febry Herdianto selaku Kepala Sub Umum Customer Care 
UPT. Stasiun Besar A Tegal, mengatakan bahwa “untuk mengetahui kejelasan 
informasi jadwal kereta api penumpang dapat meminta jadwal kedatangan 
kereta pada petugas di stasiun atau mengakses situs resmi PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero). Namun jumlahnya terbatas, tidak semua penumpang dapat 
memperoleh jadwal tersebut. Namun sebenarnya PT. Kereta Api Indonesia 
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(Persero) DAOP 4 Semarang telah mewajibkan pihak stasiun menampilkan 
jadwal tersebut sehingga dapat diakses oleh seluruh penumpang mengingat 
bahwa memperoleh informasi merupakan salah satu hak konsumen.49 
2. Kedatangan kereta tidak sesuai dengan jadwal 
Moda transportasi kereta api sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain 
memakan waktu yang lebih singkat daripada menggunakan moda transportasi 
darat lainnya, kereta api juga dinilai aman dan nyaman. Sehingga sudah pasti 
banyak masyarakat yang mengandalkan moda transportasi ini dalam 
mengantarkan dirinya ke tempat yang dituju. Transportasi kereta api di 
Indonesia di kelola oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Banyak permasalahan 
yang muncul terkait perkeretaapian di Indonesia, salah satunya keterlambatan 
kereta yang sering terjadi.  
PT. KAI nampaknya masih belum bisa merubah permasalahan 
keterlambatan kereta api yang sering terjadi, walaupun keterlambatan kereta api 
saat ini tidak jauh dari jadwal yang telah ditentukan. Atas keterlambatan 
tersebut, pengguna jasa kereta api dapat mengalami kerugian. Terlebih bagi 
pengguna jasa kereta api yang berprofesi sebagai pejabat maupun pengusaha, 
yang apabila terlambat menghadiri suatu acara akan mengalami kerugian. 
Mengingat bahwa ketepatan waktu kereta untuk tiba sesuai dengan 
jadwal yang ada merupakan acuan bagi penumpang untuk naik kereta ke tempat 
tujuan, maka ketepatan waktu tersebut sangatlah penting. Kedatangan kereta 
yang tidak sesuai dengan jadwal sangat sering terjadi sehingga hal ini sering kali 
                                                  
49 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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dikeluhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi pada jam-jam sibuk seperti jam 
masuk kerja dan jam pulang kerja, dengan adanya keterlambatan kedatangan 
kereta maka para pekerja tersebut akan terlambat untuk masuk kerja. Selain itu 
keterlambatan kedatangan kereta akan menyebabkan kereta menjadi sangat 
penuh sesak sehingga penumpang menjadi tidak nyaman. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 
tidak diatur hal mengenai tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan. 
undang-undang tersebut hanya mengatur jika terjadi hambatan atau gangguan 
yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai 
stasiun tujuan yang disepakati, yakni diatur dalam Pasal 134 ayat (4). Apabila 
terjadi hal demikian, berdasarkan pasal tersebut, PT. KAI wajib menyediakan 
angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun 
tujuan; atau memberi ganti kerugian senilai harga karcis. Namun, dalam Pasal 
69 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 8 Tahun 2001 tentang Angkutan 
Kereta Api, ditentukan bahwa dalam ayat (1) “pengangkut wajib mengganti 
kerugian yang dialami pengguna jasa dalam hal adanya keterlambatan dalam 
angkutan penumpang yang melebihi waktu perjalanan dan toleransi batas waktu 
yang telah ditentukan. Lalu dalam ayat (2) ditentukan bahwa “untuk 
mendapatkan ganti kerugian, pengguna jasa harus mengajukan permohonan 
ganti kerugian kepada pengangkut dengan cara melampirkan karcis penumpang 
dan tanda jati diri pengguna jasa. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal tersebut, 
pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian apabila 
pengangkut (PT. KAI) dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan 
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oleh keadaan memaksa dan kesalahan bukan disebabkan oleh pengangkut (PT. 
KAI).  
Apabila keterlambatan kereta api terjadi karena adanya rel kereta yang 
terendam air atau tanah sehingga mengganggu perjalanan kereta api, PT. KAI 
dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian. Namun, apabila 
keterlambatan disebabkan oleh adanya kereta api yang anjlok (keluar dari rel), 
harus dibuktikan terlebih dahulu apakah adanya kesalahan dari awak PT. KAI 
atau adanya keadaan memaksa. Apabila ada kesalahan dari awak kereta api 
(human error), maka kereta api wajib mengganti kerugian yang ditetapkan 
sebesar kerugian yang nyata-nyata dialamu, tidak termasuk bagian biaya atas 
pelayanan yang sudah dinikmati. Namun, jika keterlambatan terjadi karena 
keadaan yang memaksa, maka PT. KAI dibebaskan dari tanggung jawab 
mengganti kerugian, dengan syarat PT. KAI yang membuktikan bahwa 
keterlambatan tersebut diakibatkan karena keadaan memaksa. 
Prosedur penyelesaian Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa 
Transportasi Kereta Api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) dalam hal keterlambatan kereta api dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: Pm. 47 Tahun 
2014 Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api 
Pasal 5, sebagai berikut: 
a. Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari 
kereta api perkotaan, pada stasiun kereta api keberangkatan setiap 
penumpang mendapatkan kompensasi: 
1) 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam wajib diberikan 
formulir informasi keterlambatan dari penyelenggara sarana bagi 
penumpang yang membutuhkan; 
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2) Lebih dari 1 (satu) jam wajib diberikan hak pengembalian tiket 100% 
(seratus persen) bagi penumpang yang membatalkan perjalanan. 
b. Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal dari 
kereta api antarkota, pada stasiun kereta api keberangkatan setiap 
penumpang mendapatkan kompensasi berikut : 
1) Lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan; 
2) Selanjutnya lebih dari 5 (lima) jam diberikan kompensasi berupa 
makanan berat dan minuman, dan berlaku kelipatannya. 
c. Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang 
mengakibatkan keterlambatan datang di stasiun kereta api tujuan pada 
perjalanan kereta api antarkota, maka setiap penumpang mendapatkan 
kompensasi berikut : 
1) Lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan;  
2) Selanjutnya lebih dari 5 (lima) jam diberikan kompensasi berupa 
makanan berat dan minuman, dan berlaku kelipatannya. 
d. Apabila dalam perjalanan kereta api antarkota terdapat hambatan atau 
gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan 
perjalanan sampai stasiun kereta api tujuan, penyelenggara sarana wajib 
menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain 
sampai stasiun kereta api tujuan atau memberikan ganti kerugian senilai 
hargatiket. 
e. Pada setiap stasiun kereta api keberangkatan apabila terjadi keterlambatan 
perjalanan kereta api antarkota, penyelenggara sarana wajib mengumumkan 
alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui 
media pengumuman selambat-Iambatnya 45 (empat puluh lima) menit 
sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui 
adanyaketerlambatan. 
f. Penundaan terhadap perjalanan kereta api antarkota dengan waktu yang 
dianggap cukup bagi calon penumpang untuk menunda kedatangannya di 
stasiun kereta api keberangkatan, pengumuman dapat dilakukan secara 
langsung atau melalui telepon atau pesan layanan singkat dan ditempelkan 
pada papan informasi. 
 
Penyelesaian Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa 
Transportasi Kereta Api terkait dengan pembatalan atau perubahan jadwal 
kereta api dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Keuangan (SK) Nomor 
5/LL.702/KA-2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Bea atas 
Pembatalan/Perubahan Jadwal Tiket Kereta Api di Lingkungan PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero), antara lain: 
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a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak memprogramkan 
adanya biaya untuk pengembalian Tiket terkait pembatalan oleh Calon 
Penumpang (baik batal membeli/perubahan jadwal); 
b. Calon Penumpang akan mendapatkan Formulir Pembatalan Tiket yang 
disebabkan adanya pembatakan atau perubahan jadwal keberangkatan dari 
Calon Penumpang; 
c. Pengembalian bea kepada Calon Penumpang dibagi menjadi: 
1) Pengembalian dikarenakan adanya gangguan sarana, prasarana, 
operasional termasuk force majeure.  
- Dilakukan saat itu juga pada saat gangguan terjadi dengan cara tunai. 
- Tanggung jawab pengembalian stasiun tempat kejadian atau stasiun 
yang ditunjuk.  
- Mempergunakan skema eksisting (sesuai Surat Edaran Direksi 
Nomor KEP.C/LL/003/XI/2/KA-2012 tanggal 13 November 2012 
tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang 
(STP) 1 Edisi Tahun 2012) 
2) Pembatalan karena keinginan Calon Penumpang  
- Pengajuan permohonan pembatalan dapat dilakukan di semua 
stasiun online.  
- Permohonan pembatalan Tiket dapat dilakukan selambat-lambatnya 
30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana 
tercantum dalam tiket yang telah dibeli.  
- Pemohon mengisi Formulir Pembatalan Tiket dan melampirkan 
Tiket yang akan dibatalkan beserta fotocoy kartu identitas yang 
sesuai dengan nama yang tercetak pada Tiket.  
- Formulir Pembatalan terdiri dari 2 rangkap, yaitu lembar pertama 
untuk laporan penjualan, lembar ketua untuk diberikan kepada calon 
penumpang.  
- Formulir Pembatalan terdiri dari data yang harus diisi berupa data 
Tiket dan data penumpang serta keterangan bea pengembalian Tiket 
akan ditransfer atau diambil secara tunai.  
- Jika pilihan transfer, maka harus diisi nama bank, nama pemilik 
rekening dan nomor rekening.  
- Jika pilihan berupa tunai, maka diisi kapan dan di stasiun mana bea 
Tiket akan diambil. Untuk DAOP 4 Semarang, pengembalian bea 
Tiket secara tunai hanya dilayani di stasiun: Tegal, Pekalongan, 
Semarang Poncol, Semarang Tawang, Bojonegoro, Pemalang, 
Weleri, Randublatung, dan Ngrombo.  
- Petugas loket memproses pembatalan Tiket melalui aplikasi RTS.  
- Khusus untuk KA Ekonomi PSO (mempergunakan tarif 
sebagaimana diatur dalam PM 43 tahun 2012 tentang Tarif angkutan 
Orang dewasa Kereta Api Kelas Ekonomi) pembatalan melalui 
manual karena tempat duduk tidak direlease. 
- Bea Tiket dapat diambil secara tunai dalam jangka waktu 30 s.d. 45 
hari setelah mengajukan permohonan pembatalan.  
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- Lembat kedua Formulir Pembatalan Tiket yang telah divalidasi 
diberikan kepada penumpang sebagai bukti pengambilan bea pada 
waktu dan tempat yang telah ditentukan. 
3) Perubahan jadwal keberangkatan dibagi dua mekanisme: 
- Jika dengan perubahan jdwal keberangkatan KA yang baru terjadi 
kekurangan atas tarif KA tersebut, maka Calon Penumpang langsung 
membayar dengan tunai.  
- Jika dengan perubahan jadwal keberangkatan KA yang baru terjadi 
kelebihan bea tarif, maka Calon Penumpang akan mendapatkan 
kelebihan bea tarif tersebut secara tunai di stasiun yang ditentukan 
pada hari ke-30 s.d 45 setelah permohonan pembatalan atau 
ditransfer pada hari ke-30. 
 
Prosedur atas pengembalian Tiket dibagi ke dalam 2 (dua) mekanisme 
prosedur, yaitu prosedur melalui transfer dan prosedur melalui tunai. Adapun 
Prosedur Pembatalan/Perubahan Jadwal Tiket Kereta Api, Prosedur Pada Saat 
Pengembalian Bea Pembatalan Tiket, dan Prosedur Pada Saat Terjadi Perubahan 
Jadwal oleh Calon Penumpang dapat dilihat pada Surat Edaran Keuangan (SK) 
Nomor 5/LL.702/KA-2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Bea 
atas Pembatalan/Perubahan Jadwal Tiket Kereta Api di Lingkungan PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) (terlampir). 
Sebagian orang memilih buat tidak mau repot-repot membatalkan tiket 
kereta api, dan memilih untuk membiarkan tiketnya hangus begitu saja. Padahal, 
melakukan pembatalan tiket kereta api tidak repot sama sekali. Kalau tidak 
rela tiket hangus begitu saja, ikutilah cara membatalkan tiket kereta api ini. Uang 
pembelian tiket pun bisa kembali lagi. Berikut hal yang harus disiapkan untuk 
melakukan pembatalan tiket: 
 Tiket yang akan dibatalkan. Sebelumnya, cetak tiket terlebih dahulu di 
mesin CTM (cetak tiket mandiri). 
 Fotokopi KTP satu lembar 
 Formulir pembatalan tiket (kertas berwarna merah). 
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Cara membatalkan tiket kereta api: 
a. Permohonan pembatalan tiket dilakukan di loket stasiun yang ditunjuk 
selambat lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api 
sebagaimana tercantum dalam tiket. https://phinemo.com/wisata-semarang-
paling-kekinian-terbaru-november-2017/ 
b. Pemohon pembatalan tiket harus pemilik tiket yang bersangkutan dan dapat 
menunjukan bukti identitas asli yang sesuai dengan data yang tercantum 
pada tiket serta menyerahkan fotokopinya. 
c. Dalam hal pemohon pembatalan tiket bukan pemilik tiket yang bersangkutan 
maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dari pemilik tiket kepada 
yang dikuasakan untuk melakukan pembatalan tiket dengan tetap 
menunjukan bukti identitas asli pemilik tiket dan menyerahkan fotokopi 
bukti identitas asli pemilik tiket. 
d. Dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga tiket diluar bea pesan. 
e. Jika tiket yang dibatalkan lebih dari satu penumpang namun dengan kode 
booking yang sama maka fotokopi bukti identitas dan atau surat kuasa 
pembatalan yang dilampirkan cukup salah satu dari penumpang dimaksud. 
f. Pemohon mengisi formulir pembatalan, terdiri dari rangkap 2 berisi data 
yang harus diisi, berupa data tiket dan data penumpang serta keterangan 
pengambilan bea pembatalan. Formulir pembatalan tembusan yang telah 
divalidasi petugas diberikan kepada pemohon , sebagai bukti yang 
dipergunakan pada saat pengambilan bea pembatalan jika pilihan 
pengembalian bea secara tunai. 
g. Pengembalian bea tiket yang dibatalkan dilakukan setelah hari ke-30 melalui 
transfer atau diambil tunai di stasiun yang ditunjuk. Daftar stasiun yang 
melayani pengambilan bea tiket yang dibatalkan dapat dilihat di sini. 
h. Pada saat mengambil bea tiket yang dibatalkan, penumpang menyerahkan 
formulir pembatalan yang telah divalidasi dan menunjukan bukti identitas 
asli yang sesuai. Jika dalam satu formulir pembatalan terdiri dari lebih dari 
satu tiket maka pengambilan bea dapat diwakilkan pada salah satu 
penumpang yang tertera pada formulir tersebut. 
i. Jika formulir pembatalan hilang maka wajib melampirkan surat keterangan 
kehilangan dari kepolisian saat pengambilan bea tiket yang dibatalkan.50 
 
Jadi, sebaiknya datang sendiri ke stasiun jika ingin melakukan 
pembatalan dengan lebih mudah. Tapi kalau tidak bisa, wakilkan pembatalan ke 
orang yang dipercaya dengan melampirkan syarat dan ketentuan seperti yang 
disebutkan di atas. Pembatalan maupun perubahan jadwal tiket kereta api tidak 
                                                  
50 https://phinemo.com/bingung-cara-membatalkan-tiket-kereta-api/. Diunduh tanggal 10 Juli 
2019, dipadukan dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala 
Sub Urusan Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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berlaku untuk tiket promosi. Kalau membeli tiket lewat gerai Indomaret, 
alfamart, dan sebagainya, tiket yang masih berupa struk bisa dicetak terlebih 
dahulu kemudian dibatalkan atau ganti jadwal. Lalu, jika ingin mengubah 
tanggal dan jam keberangkatan, batalkan lah tiketnya terlebih dahulu, 
kemudian pesan tiket yang diinginkan dengan catatan tiket masih tersedia. 
3. Sarana dan prasarana yang kurang terawat 
Salah satu permasalahan yang sering dialami konsumen pengguna kereta 
api adalah perawatan fasilitas kereta yang kurang. Seperti AC yang mati atau 
tidak dingin, tempat duduk yang kurang, hingga tidak adanya pemecah kaca 
untuk keselamatan. Hal ini memerlukan perhatian dari PT KAI.  
Penyelesaian Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa 
Transportasi Kereta Api terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang 
terawat pada kereta api dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.C/LL.006/IV/14/KA-2013 tentang 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Tambahan Sebagai 
Kompensasi Akibat Dari, Lampu Kabin Penumpang Padam, Air Di Toilet Tidak 
Tersedia,, Saluran Air Tersumbat Atau Habis, Dan Penumpang Digigit 
Tumbila/Tinggi/Kepinding. Adapun prosedur pemberian kompensasi: 
Apabila dalam perjalanan Kereta Api terjadi gangguan berupa lampu kabin 
penumpang padam, air di toilet tidak tersedia, saluran air tersumbat atau habis, 
dan penumpang digigit tumbila/tinggi, maka ditetapkan kompensasi: 
a. Pejabat yang berhak menetapkan perintah pelaksanaan kompensasi adalah 
Senior Manager/Manager Pelayanan kecuali Divre II Sumatera Barat oleh 
Manager Komersial Daop/Drivre setelah memperoleh informasi dari 
kondektur Kereta Api yang mengalami gangguan tersebut. 
b. Pengelola Restorasi Kereta api atas persetujuan Kondektur Kereta Api 
terkait agar menetapkan pelaksanaan kompensasi untuk Kereta Api yang 
mengalami gangguan sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya 
pengelola Restorasi Kereta Api menyiapkan Berita Acara dengan diketahui 
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oleh Kondektur terkait dan KS/B/PPKA pertama kali Kereta Api 
bersangkutan berhenti setelah melaksanakan pemberian kompensasi.  
Kriteria pemberian kompensasi dan berita acara pelayanan tambahan 
akibat lampu kabin penumpang padam, air di toilet tidak tersedia, saluran air 
tersumbat atau habis, dan penumpang digigit tumbila/tinggi/kepinding dapat 
dilihat pada lampiran.  
4. Keamanan dan keselamatan penumpang 
Hal yang perlu mendapat perhatian untuk kereta adalah faktor 
keamanan. Sudah menjadi pemandangan yang biasa bahwa setiap pagi di hari 
kerja, kereta api khususnya ekonomi terlihat sangat berjubel dan penuh sesak 
dengan penumpang. Bahkan, banyak penumpang yang memilih naik ke atap 
kereta karena sudah sangat sulit masuk ke dalam kereta. Penumpang yang naik 
ke atap kereta ini tentu sangat berisiko. Tapi, bisa jadi mereka tidak punya 
pilihan lain.  
Mungkin mereka sedang memburu waktu untuk sampai ke tujuannya 
dengan cepat. Ini salah satu aspek keamanan yang perlu mendapat perhatian. 
Dengan penumpang yang penuh sesak tentu saja kenyamanan menjadi harga 
mahal yang ga bakal diperoleh juga. Bagi mereka yang penting bisa sampai tepat 
waktu ke tempat tujuan. Selain masalah keselamatan, masalah keamanan juga 
harus diperhatikan, karena banyak kasus terjadi penumpang yang kehilangan 
barang di dalam kereta api. Sering kali kondisi kereta api yang penuh dan 
berdersak-desakan disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan aksi 
kejahatan berupa pencurian/pencopetan. Selain pencurian/ pencopetan yang 
sering terjadi di kereta api adalah terjadinya pelecehan terhadap wanita di atas 
kereta api. Kasus pelecehan seksual di atas kereta api menjadi satu keprihatinan 
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tersendiri. Masalah ini bisa dikatakan luput dari perhatian dan nyaris tak 
tersentuh. Padahal, setiap saat korban terus berjatuhan. Tak ayal, korban-korban 
selanjutnya pun diposisikan dalam ancaman tangan-tangan jahil yang 
menggerayangi. 
Gangguan keamanan dan keselamatan penumpang baik berupa bawaan 
maupun kedaan fisik penumpang yang diakibatkan kelalaian atau kecerobohan 
penumpang sendiri, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 tidak 
berkewajiban menanggung atau mengganti dari kerugian penumpang. Upaya 
yang dapat dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang 
selaku penyelenggara perkeretaapian dalam memberikan dalam menghindari 
adanya gangguan keamanan dan keselamatan penumpang yaitu dengan 
pembinaan dan pendidikan kepada konsumen salah satunya adalah dengan 
memberikan informasi jelas dan jujur mengenai pelayanan perkeretaapian.51  
Pemberian informasi tersebut bertujuan agar konsumen dapat memilih 
pelayanan perkeretaapian yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga 
konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Terkait dengan pembinaan dan 
pendidikan konsumen oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 
Semarang adalah pemberian informasi terkait keamanan penumpang maupun 
barang-barang bawaannya. 
5. Kecelakaan kereta api 
Permasalahan yang mungkin dialami oleh penumpang kereta api adalah 
kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kereta api tidak bisa diduga kapan terjadinya. 
                                                  
51 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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Kecelakaan kereta api bisa mengakibatkan luka-luka saja sampai meninggal 
dunia. Penyebab kecelakaanpun bermacam-macam, mulai dari kesalahan 
pengoperasian, keadaan alam, maupun karena pihak ketiga. 
Berdasarkan hal diatas salah satu bentuk ganti rugi yang dialami 
penumpang kereta api apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan 
kereta api adalah Mengurus Klaim Asuransi. Ketika terjadi musibah atau 
kecelakaan maka penumpang kereta api yang sah berhak memperoleh santunan 
dari asuransi PT. Jasa Raharja. Karena, dengan membeli tiket maka penumpang 
telah membayar premi asuransi. Dan terhadap keselamatan jiwanya atas risiko 
kecelakaan yang mungkin timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung 
jawab PT. Jasa Raharja. PT KAI hanya membantu mengurus untuk 
mempermudah mendapat santunan tersebut. Berikut ini tata cara pelaksanaan 
pembayaran dana santunan  
a. Dalam hal terjadi kecelakaan, maka melalui PT KAI dan atau langsung dari 
korban/ahli warisnya mengajukan klaim kepada PT Jasa Raharja dengan 
melengkapi data-data sebagai berikut: 
1) Keterangan kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian dan atau dari instansi 
berwenang lainnya. Untuk PT Kereta Api (Persero), surat keterangannya 
adalah dalam bentuk telegram yang dikeluarkan oleh kepala stasiun 
terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan.  
2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.  
3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.  
4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma. 
b. Bukti lain yang diperlukan: 
1) Dalam hal korban luka-luka perlu melampirkan kuitansi biaya rawatan 
dan pengobatan yang asli dan sah. 
2) Dalam hal korban meninggal dunia perlu melampirkan surat kartu 
keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah) 
c. Besarnya santunan yang diterima korban ataupun ahli warisnya 
sebagaimana disebutkan dalam UU No 33 & 34 tahun 1964, dan telah 
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ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/ 
2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 200852 adalah: 
Jenis Santunan 
Angkutan Umum 
Darat/Laut Udara 
Meninggal Dunia  Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,- 
Catat Tetap (maksimal) Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,- 
Biaya Rawatan (maksimal) Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000.000,- 
Biaya Penguburan  Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- 
 
Syarat Untuk Melakukan Klaim Asuransi Jasa Raharja:53 
a. Dokumen Dasar 
1) Formulir Pengajuan Santunan 
2) Formulir Keterangan Singkat Kecelakaan 
3) Formulir Kesehatan Korban 
4) Keterangan Ahli Waris jika korban meninggal dunia 
b. Dokumen Pendukung 
Untuk korban luka-luka (dirawat): 
1) Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak 
berwenang lainnya 
2) Kuitansi-kuitansi biaya perawatan yang asli dan sah yang dikeluarkan 
oleh Rumah Sakit yang merawat korban dan kuitansi-kuitansi obat-
obatan dari Rumah Sakit. 
3) Fotokopi KTP korban dan ahli waris yang berlaku 
4) Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) 
dilengkapi dengan fotokopi KTP korban penerima santunan 
5) Fotokopi surat rujukan bila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain 
Untuk korban cacat tetap: 
1) Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak 
berwenang lainnya 
2) Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban 
3) Fotokopi KTP korban yang masih berlaku 
4) Foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap 
Korban Luka-luka kemudian meninggal dunia : 
1) Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak 
berwenang lainnya 
2) Surat kematian dari Rumah Sakit / Surat Kematian dari pamong praja 
setempat jika korban tidak dibawa ke Rumah Sakit 
3) Fotokopi KTP korban dan ahli waris yang masih berlaku 
                                                  
52 http://www.krl.co.id/prosedur-klaim-asuransi.html. Diunduh tanggal 10 Juli 2019, dipadukan 
dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
53 http://inspirasi-motivasi-hidup.blogspot.com/2015/08/persyaratan-dan-cara-klaim-asuransi. 
html. Diunduh tanggal 10 Juli 2019, dipadukan dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu 
Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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4) Fotokopi KK 
5) Fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah 
6) Fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir bagi korban yang belum 
menikah 
7) Kuitansi-kuitansi biaya perawatan yang asli dan sah yang dikeluarkan 
Rumah Sakit yang merawat korban dan kuitansi-kuitansi obat-obatan 
dari apotik 
8) Fotokopi surat rujukan bila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain 
Korban Meninggal Dunia : 
1) Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak 
berwenang lainnya 
2) Surat kematian dari Rumah Sakit / Surat Kematian dari pamong praja 
setempat jika korban tidak dibawa ke Rumah Sakit 
3) Fotokopi KTP korban dan ahli waris yang masih berlaku 
4) Fotokopi KK 
5) Fotokopi surat nikah bagi korban yang telah menikah 
6) Fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir bagi korban yang belum 
menikah 
 
Cara Melalukan Klaim Asuransi Jasa Raharja54 
a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat 
b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :  
1)  Keterangan kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian dan atau dari 
instansi berwenang lainnya. 
2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat. 
3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban. 
4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma 
 
Penulis berpendapat bahwa baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian telah memberikan perlindungan hukum terhadap 
penumpang kereta api yang sah apabila terjadi kecelakaan. Penumpang atau 
konsumen pengguna jasa kereta api yang tidak bertiket dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat dikategorikan 
                                                  
54 http://inspirasi-motivasi-hidup.blogspot.com/2015/08/persyaratan-dan-cara-klaim-asuransi. 
html. Diunduh tanggal 10 Juli 2019, , dipadukan dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu 
Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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sebagai konsumen yang sah, karena melalaikan kewajibanya dalam melakukan 
transaksi pembayaran, yaitu pembelian tiket kereta api.  
Tiket kereta api merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian antara calon 
penumpang dan PT. Kereta Api Indinesia dimana dengan terjadinya perjanjian 
tersebut maka mengakibatkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 
Sehingga apabila calon penumpang tidak memiliki tiket, maka diantara calon 
penumpang dan PT KAI tidak terikat perjanjian apapun, sehingga tidak timbul hak 
dan kewajiban keduanya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan santunan 
dari PT KAI apabila terjadi kecelakaan. Bahkan perbuatan penumpang yang tidak 
memiliki tiket tersebut dapat ditindak oleh petugas PT KAI sesuai ketentuan Pasal 
136 Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Perkeretaapian. 
Melihat dari ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 
tentang Perkeretaapian juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap 
penumpang yang tidak memiliki tiket, karena fungsi tiket adalah sebagai tanda bukti 
bahwa seseorang mempunyai hak terhadap jasa pengangkutan dan juga berfungsi 
sebagai suatu bukti hukum telah terjadinya perjanjian antara yang mempunyai tiket 
dan orang yang menyediakan jasa angkutan. Jadi penumpang yang tidak memiliki 
tiket dapat dikategorikan sebagai penumpang yang tidak sah atau illegal.  
Secara hukum dan undang-undang, penumpang tidak bertiket tidak berhak 
mendapat ganti rugi maupun santunan apabila terjadi kecelakaan kereta api. Apabila 
penumpang tidak bertiket ternyata mendapat santunan dari PT Jasa Raharja, hal ini 
dilakukan oleh PT Jasa Raharja atas dasar kepedulian sosial dan kemanusiaan 
semata. Untuk itu beberapa prosedur penyelesaian upaya yang dapat dilakukan oleh 
konsumen dalam hal hak-haknya terlanggar antara lain: 
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1. Mengajukan keluhan dan menyampaikan saran 
Ketika dihadapkan pada soal ketidakpuasan terhadap produk-produk 
ataupun jasa tertentu, sebagian besar konsumen tidak bisa berbuat apa-apa. 
Keluhan yang mereka kemukakan biasanya hanya disampaikan melalui surat 
pembaca di media massa. Cara ini masih sangat sederhana. Meskipun surat 
pembaca yang berisi keluhan konsumen tersebut bisa dimuat, pada akhirnya 
tidak menyelesaikan secara hukum. Oleh karena itu, konsumen perlu 
menyampaikan keluhan secara kreatif. Ada beberapa langkah yang bisa 
dilakukan konsumen untuk mengadukan keluhannya, yaitu:  
a) Sebelum melakukan keluhan, konsumen perlu mengetahui alamat produsen 
atau alamat purnajual ketika melakukan transaksinya. Konsumen juga perlu 
menanyakan nama dan jabatan tertinggi orang yang akan mengurusi segala 
bentuk keluhan. 
b) Ketika ada masalah atau keluhan terhadap barang yang telah dibeli, perlu 
melayangkan surat terlebih dahulu kepada pelaku usaha. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengaduan yang masuk ke lembaga 
konsumen. 
c) Konsumen perlu melayangkan pengaduan pertama kali secara lisan. Jika 
pengaduan secara lisan tidak ditindaklanjuti, konsumen bisa mengirimkan 
pengaduan tertulis kepada orang yang bertanggung jawab. Jangan lupa 
untuk memberikan batas waktu. Misalnya, jika sampai 14 hari surat tidak 
direspon, persoalan tersebut akan dibawa ke lembaga konsumen.55 
 
Bagi konsumen pengguna jasa kereta api yang merasa haknya 
dirugikan akibat pelanggaran oleh penyelenggara perkeretaapian dalam hal 
keterlambatan jadwal kedatangan kereta api, perubahan sistem atau jadwal 
kereta api yang merugikan konsumen, pelayanan oleh petugas yang buruk, 
                                                  
55 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm. 32, 
dipadukan dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub 
Urusan Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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ketidak nyamanan dalam menggunakan kereta api, dan lain-lain, dapat 
mengajukan keluhan kepada PT. KAI.56  
Pengajuan keluhan tersebut dapat dilakukan melalui penyampaian 
secara langsung kepada petugas kereta api, bagian humas stasiun maupun pihak 
yang berhubungan dengan pelayanan konsumen; melalui telpon dan sms; dan 
melalui jejaring sosial seperti twitter dan facebook. Penyampaian keluhan dan 
saran pada pihak yang tepat dapat membantu stasiun yang bersangkutan dalam 
penyusunan laporan yang mengulas kinerja pelayanan. 
2. Konsumen dapat mengajukan gugatan 
Konsumen pengguna jasa Kereta api yang haknya dilanggar juga dapat 
mengajukan gugatan kepada PT. KAI apabila konsumen menderita kerugian 
materiil yang cukup besar atau kerugian lainnya yang dirasa patut untuk 
diajukan gugatan. Jika dilihat secara individual, mungkin saja nilai perkara 
antara konsumen dengan pelaku usaha sangat kecil, tetapi secara komunal 
kerugian yang ditimbulkan sangat besar.  
Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenal 
adanya alternatif penyelesaian sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan 
hukum di Indonesia. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih 
dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ini mempunyai daya tarik 
khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional 
berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa 
                                                  
56 http://kickdahlan.wordpress.com. Diunduh tanggal 10 Juli 2019, dipadukan dengan Hasil 
wawancara dengan narasumber KA. UPT. Stasiun Tegal, yaitu Imam Djoenaidi selaku Kepala UPT Crew 
Kereta Api Kelas 1 Tegal, Juli 2019.  
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menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi:  
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 
pihak,yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli. 
 
Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka alternatif 
penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara-cara: 
a) Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dengan perantaraan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen) untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara 
ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi 
oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.  
b) Mediasi, berdasarkan Pasal 1 angka (10) Kepmen. Deperindag 
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota 
Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menjelaskan bahwa 
mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan 
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara 
ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi 
oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Cara mediasi ini hampir 
sama dengan cara konsiliasi, yang membedakan di antara keduanya adalah 
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kalau mediasi didampingi oleh majelis yang aktif, sedangkan cara konsiliasi 
didampingi majelis yang pasif. 
c) Arbritase, lain dengan cara konsiliasi dan mediasi, berdasarkan Pasal 1 
angka (11) Kepmen. Deperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang 
Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa 
menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada BPSK untuk 
memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Cara 
penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase ini berbeda dengan 
dua cara sebelumnya. Dalam cara arbitrase, badan atau majelis yang 
dibentuk BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang 
bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat diantara mereka. 
3. Meminta Klaim Asuransi apabila terjadi Kecelakaan 
Asuransi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut:  
“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau 
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang 
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan”. 
 
Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu 
upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 
masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga 
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merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan 
tentang lalu lintas, yang mana maksudnya adalah kecelakaan lalu lintas tersebut 
sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri yang luka maupun 
meninggal dunia.  
Pihak Jasa Raharja juga tetap memberikan dana santunan kepada korban 
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas yang lalai 
membayar sumbangan wajib. Bagi konsumen pengguna jasa Kereta Api yang 
mengalami musibah akibat kelalaian maupun kesalahan pihak PT. KAI yang 
mengakibatkan konsumen luka-luka atau meninggal dunia, konsumen dapat 
meminta santunan dari asuransi PT. Jasa Raharja. Pemberian santunan diberikan 
kepada konsumen yang dapat menunjukkan karcis/tiket yang sah. 
 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kereta 
Api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberiperlindungan kepala konsumen. Konsumen dalam 
haln ini setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
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Konsumen selalu berada pada posisi yang lebih rendah dalam hubungannya 
dengan pelaku usaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun 
kemampuan atau daya bersaing/daya tawar (lihat antara lain resolusi PBB 39/248 
tentang Perlindungan Konsumen).57 Ketidakseimbangan kedudukan antara 
konsumen dengan pelaku usaha ini salah satunya diakibatkan faktor informasi.  
Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam kaitannya dengan 
informasi. Sedangkan konsumen hanya menunggu limpahan informasi dari pelaku 
usaha. Ketidaktahuan konsumen ini membuat konsumen memiliki ketergantungan 
terhadap informasi tersebut. Adapun faktor lainnya yang menyebabkan 
ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usah yakni 
konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih yang tinggi untuk mencari 
alternatif lain dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Faktor ini 
menyebabkan perlunya ada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. 
1. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Kereta 
Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
Transportasi kereta api di DAOP 4 Semarang PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) memiliki berbagai kelebihan sehingga menjadi salah satu sarana 
transportasi yang diminati masyarakat luas untuk melakukan aktivitasnya. 
Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memilih untuk menggunakan 
                                                  
57 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada 
Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 65, dipadukan 
dengan hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019. 
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memanfaatkan kerata api pada stasiun besar yang berada di bawah kendali 
DAOP 4 Semarang harus menjamin hak-hak konsumen dan membuat merasa 
nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. 
Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi 
kereta api merupakan kewajiban dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 
4 Semarang sebagai penyelenggara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
penumpang selaku konsumen serta memastikan kenyaman konsumen atas 
pelayanan yang diberikan. Hak-hak konsumen tersebut tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 sebagai 
berikut: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa  
Konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa layak untuk 
memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya tersebut. 
Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan 
harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen.  
Konsumen yang menggunakan jasa kereta api menimbulkan suatu 
perikatan dengan PT. KAI (Persero) selaku pelaku usaha. Perikatan adalah 
suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta 
kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya 
wajib memenuhi prestasi tersebut. Suatu perikatan dapat lahir dari perjanjian 
maupun dari undang-undang. Perikatan antara konsumen pengguna jasa 
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kereta api dengan PT. KAI (Persero) juga timbul dari perjanjian dan undang-
undang. 
Perikatan antara konsumen dengan PT. KAI (Persero) yang timbul 
dari perjanjian ditunjukkan dengan adanya perjanjian pengangkutan yang 
dilakukan oleh konsumen dengan PT. KAI (Persero). Perjanjian 
pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 
pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar 
biaya angkutan. 
Perjanjian pengangkutan yang diadakan antara konsumen dengan 
PT. KAI (Persero) menimbulkan kewajiban bagi konsumen untuk 
membayar sejumlah uang sebagai bentuk mengikatkan diri pada perjanjian, 
sedangkan PT. KAI (Persero) selaku pengangkut berkewajiban untuk 
mengangkut konsumen yang telah membayar sejumlah biaya dari suatu 
tempat ke tempat lain sebagai wujud pengikatan diri pada perjanjian 
pengangkutan tersebut. 
Selain perikatan yang timbul dari perjanjian, perikatan antara 
konsumen dengan PT. KAI (Persero) juga timbul dari undang-undang. Hal 
tersebut terlihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan juga PT. KAI 
(Persero). Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam tersebut diatur mengenai 
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hak dan kewajiban dari konsumen dan PT. KAI (Persero) yang 
mengakibatkan timbulnya perikatan antara kedua pihak.  
Hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen kepada konsumen dan PT. KAI (Persero) wajib 
dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun, kenyataannya masih sering 
hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh PT. KAI (Persero) meskipun 
konsumen telah memenuhi kewajibannya. Salah satu hak pengguna jasa 
kereta api yang sering kurang diperhatikan adalah hak atas kenyamanan 
dalam menggunakan jasa kereta api sebagaimana yang telah diamanatkan di 
dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang sebagai 
penyelenggara transportasi kereta api dalam menyelenggarakan kegiatan 
operasional perkeretaapian selalu berusaha menjamin hak-hak konsumen 
ini. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana 
perkeretaapian sehingga memenuhi standardisasi yang telah ditetapkan.58 
Lebih lanjut Febry Herdianto selaku Kepala Sub Umum Customer 
Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, mengatakan bahwa PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) selalu berusaha memberikan hak-hak penumpang atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menerima pelayanan jasa 
kereta api. Hal ini sesuai dengan moto kami yaitu: integritas, professional, 
keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima yaitu dengan memberikan 
pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar mutu dan sesuai harapan atau 
                                                  
58 Hasil wawancara dengan narasumber Agustian Eko Hadianto selaku Junior Manager Sumber 
Daya Manusia DAOP IV Semarang, Juli 2019.  
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melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok: Ability, 
Attitude, Appearance, Attention, Action, dan Accountability.59 
Tanggung jawab yang timbul karena adanya ketidaknyamanan, 
kemanan dan keselamatan, seperti: keterlambatan, kecelakaan kereta api 
dibebankan pada PT. KAI (Persero). Hal tersebut dikarenakan PT. KAI 
(Persero) lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaiamana yang telah 
diperjanjikan, sehingga PT. KAI (Persero) melakukan wanprestasi terhadap 
perjanjian yang dilakukan dengan konsumen pengguna jasa kereta api. 
Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) menimbulkan tanggung 
jawab atas wanprestasi yang mengakibatkan PT. KAI (Persero) 
mendapatkan sanksi atas kelalaiannya tersebut berupa ganti rugi dengan 
melakukan pembayaran kerugian yang diderita oleh konsumen. 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 
Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sehingga tidak ada 
unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih 
barang/jasanya. Dalam hal ini, Febry Herdianto selaku Kepala Sub Umum 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, mengatakan konsumen bebas 
memilih jenis layanan perkeretaapian yang akan digunakannya yakni kereta 
api yang berada di bawah pengelolaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 4 Semarang. Harga karcis yang dibayar oleh konsumen juga harus 
sesuai dengan layanan yang dipilih konsumen sesuai dengan kereta api yang 
                                                  
59 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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dipilih konsumen pada stasiun besar yang berada di bawah kendali DAOP 4 
Semarang adalah Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, 
Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, dan 
Stasiun Ambarawa (stasiun kereta wisata). Sedangkan stasiun berkelas 
menengah diantaranya Stasiun Brumbung, Stasiun Kedungjati, Stasiun 
Gambringan, Stasiun Weleri, Stasiun Comal, Stasiun Batang Baru dan 
Stasiun Pemalang. Gudang kereta api berada di kompleks Stasiun Semarang 
Poncol, sedangkan dipo lokomotif di sebelah timur Stasiun Semarang 
Poncol.60 
Penyelenggara perkeretaapian wajib menyediakan fasilitas yang 
berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan pada layanan-layanan yang 
ditawarkan. Dalam hal ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 
Semarang wajib menjamin fasilitas kereta api sesuai dengan fungsinya, 
pintu dapat otomatis terbuka atau tertutup, kaca tidak ada yang pecah, dan 
lain-lain. Selain itu, petugas perkeretaapian yang terkait juga harus 
mendukung terpenuhinya hak konsumen ini, contohnya tidak mempersulit 
proses pembelian maupun penukaran karcis, memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan standar etika pegawai, dan lain-lain. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa  
Sebelum konsumen memilih, mereka tentu harus terlebih dahulu 
memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan 
                                                  
60 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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dikonsumsinya, sebab informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi 
konsumen dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, pelaku usaha 
wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
barang/jasanya kepada konsumen.  
Dalam menyelenggarakan operasional perkeretaapian, PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang wajib untuk memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap layanan kereta api. Informasi 
tersebut dapat berupa tarif, jadwal kedatangan kereta dan hal-hal lainnya 
yang memang perlu diketahui oleh konsumen.  
Menurut Febry Herdianto selaku Kepala Sub Umum Customer Care 
UPT. Stasiun Besar A Tegal, pihak stasiun selalu memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 
jasa transportasi kereta api. Pemberian informasi tersebut dapat dilakukan 
dengan cara pemasangan daftar tarif yang disesuaikan dengan tujuan 
konsumen, pemasangan jadwal kedatangan kereta pada tiap-tiap stasiun, 
pengumuman waktu kedatangan kereta melalui pengeras suara, 
menempatkan petugas perkeretaapian di peron untuk membantu konsumen 
sehubungan dengan jadwal kedatangan dan tujuan kereta.61  
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan  
Dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa, konsumen cukup sering 
mengalami kerugian. Hal ini berarti terdapat suatu kelemahan pada 
                                                  
61 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku 
usaha harus menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di 
samping itu, dengan menerima pendapat dan keluhan konsumen maka 
pelaku usaha juga diuntungkan karena pelaku usaha dapat memperoleh 
masukan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangannya serta 
dapat meningkatkan daya saingnya dengan pelaku usaha lain.  
Sehubungan dengan layanan kereta api yang diselenggarakan oleh 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, Menurut Agustian 
Eko Herdianto, perwujudan dari hak untuk didengar pendapat dan 
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, berupa: 
1) Pertanyaan dari konsumen terkait jadwal kedatangan kereta api dan 
informasi tarif kereta api di DAOP 4 Semarang;  
2) Keluhan dari konsumen atas kerugian yang dialaminya terkait dengan 
kereta api yang beroperasi di DAOP 4 Semarang seperti terlambatnya 
kedatangan kereta;  
3) Pendapat dari konsumen sehubungan dengan penerapan kebijakan-
kebijakan baru terkait kereta api di DAOP 4 Semarang;  
4) Saran dari konsumen untuk memperbaiki kondisi pelayanan kereta api 
di DAOP 4 Semarang yang dirasa belum cukup memadai sehingga pihak 
penyelenggara dapat lebih mengoptimalkan pelayanan tersebut.62 
 
Untuk mewujudkan hak ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 4 Semarang membentuk suatu forum atau custumer care dimana 
konsumen yang ingin memberikan pertanyaan, keluhan, pendapat ataupun 
saran dapat melakukannya melalui pelayanan tersebut. Selain itu terdapat 
cara lain yang dapat digunakan dalam penyampaian pertanyaan, keluhan, 
pendapat atau saran konsumen seperti penyampaian secara langsung kepada 
                                                  
62 Hasil wawancara dengan narasumber Agustian Eko Hadianto selaku Junior Manager Sumber 
Daya Manusia DAOP IV Semarang, Juli 2019.  
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petugas kereta api, bagian humas stasiun maupun pihak yang berhubungan 
dengan pelayanan konsumen; melalui telpon dan sms; dan melalui jejaring 
sosial seperti twitter dan facebook.  
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut  
Pelaku usaha memiliki akses terhadap informasi mengenai 
barang/jasanya. Sedangkan konsumen sama sekali tidak memahami apa saja 
proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan barang/jasa 
yang dikonsumsinya. Hal ini menyebabkan posisi konsumen lebih lemah 
dibanding pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan 
dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Lebih lanjut 
mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dimana konsumen yang dirugikan dapat 
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan 
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK (Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum. 
Berdasarkan pasal ini, maka konsumen pengguna kereta api yang 
dirugikan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang dapat 
menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau melalui peradilan di lingkungan 
peradilan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45, sebagai berikut: 
1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
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pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang. 
4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan,gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidakberhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
pihak yang bersengketa. 
 
Dalam menyelesaikan perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen antara pengguna jasa transportasi kereta 
api yang dirugikan dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 
Semarang tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian sengketa 
dilakukan secara damai tanpa melalui BPSK maupun peradilan di 
lingkungan peradilan umum.  
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen  
Secara umum, telah diketahui bahwa posisi konsumen lebih lemah 
dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan 
pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada konsumen. 
Pembinaan dan pendidikan tersebut bertujuan agar konsumen tidak 
dirugikan dan tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha karena minimnya 
pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen.  
Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 4 Semarang selaku penyelenggara perkeretaapian dalam 
memberikan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen salah satunya 
adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai 
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pelayanan perkeretaapian. Pemberian informasi tersebut bertujuan agar 
konsumen dapat memilih pelayanan perkeretaapian yang sesuai dengan 
kebutuhannya, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha. 
Terkait dengan pembinaan dan pendidikan konsumen oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang menurut Febry Herdianto adalah 
pemberian informasi terkait keamanan penumpang maupun barang-barang 
bawaannya, yakni: 
1) Membawa barang dan uang tunai secukupnya, dompet sebaiknya jangan 
ditaruh di saku. Siapkan selalu uang receh secukupnya dan simpan di 
saku baju/celana depan; 
2) Barang berharga lainnya (dompet, telepon selular, dll) disimpan saja 
dibagian dalam (terhalang oleh barang lain) tas atau ransel yang selalu 
Anda pegang. Tas atau ransel itu sebaiknya digendong di depan atau 
selalu dalam jangkauan pandangan mata Anda;  
3) Hindari penggunaan perhiasan yang berlebihan dan penggunaan barang-
barang berharga seperti telepon selular atau kamera;  
4) Dalam Kereta yang sesak, Anda perlu waspada saat naik atau turun. Jika 
Anda merasa dihalang-halangi saat naik atau turun, waspadalah, hal itu 
bisa menjadi tanda bahwa pencopet tengah beraksi; dan  
5) Tetap waspada, jangan menerima tawaran minuman atau makanan dari 
orang yang baru Anda kenal. Dalam banyak kasus, orang terbius setelah 
makan atau minum minuman atau makanan yang ditawarkan oleh orang 
yang baru dikenal.63  
 
Tips di atas merupakan tips yang sering dihimbau dan perlu 
diperhatikan agar konsumen pengguna jasa kereta api tidak dirugikan 
dengan hilangnya barang-barang konsumen karena dicuri/dirampok. 
Pemberian tips tersebut bertujuan agar konsumen tidak dirugikan karena 
kehilangan harta bendanya akibat kriminalitas selama menggunakan 
pelayanan kereta api.  
 
                                                  
63 Hasil wawancara dengan narasumber CSR, yaitu Febry Herdianto selaku Kepala Sub Urusan 
Customer Care UPT. Stasiun Besar A Tegal, Juli 2019.  
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g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif 
Hak ini termasuk dalam hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. 
Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua 
konsumennya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, daerah, 
pendidikan, kaya, miskin, ideologi, agama, maupun status sosial. Pelayanan 
perkeretaapian terbagi dalam 5 (lima) layanan yakni KA Eksekutif, KA 
Bisnis, KA Ekonomi, KA Campuran dan KA Commuter/Lokal. Pembedaan 
layanan perkeretaapian di atas tidak menjadikan penumpang Kereta Api 
Ekonomi terdiskriminasi. Dalam hal ini, seluruh penumpang kereta api harus 
mendapat pelayanan yang sama. Penjelasan Pasal 4 huruf (g) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan 
bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, 
kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam KA 
Eksekutif yang tidak disediakan pada KA Ekonomi bukan merupakan 
bentuk diskriminasi.  
Pihak penyelenggara perkeretaapian telah menyiapkan pilihan bagi 
konsumen. Penumpang dapat memilih menggunakan KA Eksekutif yang 
dilengkapi beberapa fasilitas atau memilih menggunakan KA Ekonomi. 
Oleh karena itu hal ini didasarkan pada hubungan kontraktual antara 
konsumen dengan pelaku usaha. Perbedaan tarif merupakan bagian dari 
perjanjian tersebut. Apabila konsumen ingin mendapatkan fasilitas yang 
tersedia pada KA Eksekutif maka konsumen harus membayar lebih mahal.  
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h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang/ 
jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya  
Tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian 
adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, 
seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi. Untuk 
memperoleh hak ini, konsumen harus dapat membuktikan dirinya adalah 
penumpang kereta api yang sah. Pembuktian tersebut melalui karcis kereta.  
Menurut Imam Djoenaidi, apabila terjadi keterlambatan atau 
pembatalan jadwal kedatangan kereta api, maka konsumen berhak untuk 
menukarkan kembali karcisnya untuk memperoleh uang pembelian karcis 
atau menukarkan karcis dengan karcis kereta lainnya. Sedangkan jika terjadi 
musibah yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesalahan dari PT. Kereta 
Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, maka penumpang kereta api 
berhak memperoleh santunan dari asuransi PT. Jasa Raharja.64 Untuk 
memperoleh santunan, maka penumpang kereta api harus:  
1) Meminta formulir dengan menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat  
2) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:  
a) Keterangan kecelakaan dari instansi yang berwenang, di mana surat 
keterangan tersebut berbentuk telegram yang dikeluarkan oleh 
kepala stasiun terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan.  
b) Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.  
c) KTP/Identitas korban / ahli waris korban.  
3) Bukti lain yang diperlukan:  
a) Dalam hal korban luka-luka perlu melampirkan kuitansi biaya 
rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.  
b) Dalam hal korban meninggal dunia perlu melampirkan surat kartu 
keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah).65 
                                                  
64 Hasil wawancara dengan narasumber KA. UPT. Stasiun Tegal, yaitu Imam Djoenaidi selaku 
Kepala UPT Crew Kereta Api Kelas 1 Tegal, Juli 2019.  
65 Prosedur Klaim Asuransi. http://www.krl.co.id., Diunduh tanggal 10 Juli 2019, dipadukan 
dengan Hasil wawancara dengan narasumber KA. UPT. Stasiun Tegal, yaitu Imam Djoenaidi selaku 
Kepala UPT Crew Kereta Api Kelas 1 Tegal, Juli 2019. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah 
seiring dengan kebutuhan konsumen. Ketentuan ini dapat membuka peluang 
bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak 
diatur pada ketentuan diatas dalam peraturan perundang-undangan lain. 
Aspek perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya diatur melalui hak-hak 
konsumen. Terdapat beberapa ketentuan pasal lain yang mengaturnya 
seperti:  
1) Kewajiban pelaku usaha  
Pasal 7: 
a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;  
c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif;menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  
d) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;  
e) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  
f) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.  
 
Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen merupakan batasan bagi pelaku usaha dalam 
menyelenggarakan usahanya sehingga tidak merugikan konsumen.  
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2) Larangan pelaku usaha 
Pasal 8 ayat (1) huruf a: 
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 
yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Standar kelayakan perkeretaapian merupakan salah satu 
indikator untuk menentukan apakah kereta api tersebut layak atau tidak 
layak untuk dioperasikan dengan memperhatikan sarana dan prasarana 
perkeretaapian. Dalam hal ini, kereta api tidak memenuhi standar 
kelayakan yang dipersyaratkan. Jika dipandang dari fasilitas kereta, 
tidak semua fasilitas yang ada di dalam kereta api berfungsi semua.  
3) Tanggung jawab pelaku usaha  
Pasal 19: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) merupakan beban 
tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa 
untuk melakukan pembuktian. 
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Kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa kereta api dapat 
disebabkan oleh keterlambatan kedatangan kereta api, pemabatalan 
jadwal, kecelakaan kereta sehingga penumpang mengalami luka atau 
bahkan kehilangan nyawa. Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh 
konsumen terkait dengan kerugian yang dialaminya adalah 
pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan (jika terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan penumpang luka-luka atau kehilangan nyawa).  
4) Gugatan kepada pelaku usaha 
Pasal 23: 
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau 
tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) melalui 
badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan 
peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
 
Apabila PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang 
menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi 
tuntutan ganti kerugian konsumen pengguna jasa kereta api dalam hal 
konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan dari PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, konsumen dapat menggugat 
pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.  
5) Jaminan atau garansi  
Pasal 26: 
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan 
dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
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Bentuk jaminan dan/atau garansi yang diberikan oleh 
penyelenggara perkeretaapian adalah asuransi yang dikeluarkan oleh PT. 
Jasa Raharja yang dimiliki oleh setiap penumpang yang membeli karcis.  
6) Penyelesaian sengketa 
Pasal 60: 
(1) Badan penyelesaian sengeketa konsumen berwenang menjatuhkan 
sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. 
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan. 
 
7) Sansi Pidana  
Pasal 62: 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 
17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 
18dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar 
rupiah). 
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan 
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku. 
 
Pasal 63: 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan 
hukuman tambahan, berupa : 
a. Perampasan barang tertentu; 
b. Pengumuman putusan hakim; 
c. Pembayaran ganti rugi; 
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian konsumen; 
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. Pencabutan izin usaha. 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Konsumen Pengguna 
Jasa Transportasi Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian  
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian mengatur mengenai aspek perlindungan konsumen bagi 
pengguna jasa transportasi kereta api, di antaranya terdiri atas:  
a. Fasilitas di stasiun kereta api  
 Pasal 54 ayat (1) 
Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan 
fasilitas: 
a) keselamatan; 
b) keamanan; 
c) kenyamanan; 
d) naik turun penumpang; 
e) penyandang cacat; 
f) kesehatan; dan 
g) fasilitas umum. 
 
Untuk keperluan naik turun penumpang, setidaknya dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun 
penumpang, penyandang cacat, kesehatan dan fasilitas umum (toilet, 
mushola, dan restoran). Tujuan penyediaan fasilitas-fasilitas ini oleh PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang di dalam stasiun kereta 
api adalah untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan 
penumpang. Akan tetapi sampai saat ini, tidak semua stasiun kereta api 
menyediakan fasilitas-fasilitas di atas. Terutama bagi penyandang cacat 
yang menggunakan kursi roda, tidak terdapat fasilitas yang diperuntukkan 
bagi mereka di stasiun DAOP 4 Semarang. 
b. Memenuhi persyaratan kelaikan operasi sarana perkeretaapian 
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Pasal 98: 
(1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi 
sarana perkeretaapian, wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. 
(2) Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum 
atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah. 
(3) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilakukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. 
 
Dalam pengujian kereta api, uji pertama dilakukan terhadap setiap 
kereta api baru dan kereta api yang telah mengalami perubahan spesifikasi 
teknis meliputi uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis dan uji dinamis 
yang dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan 
hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah. KRL 
Commuter yang mengalami perubahan spesifikasi teknis harus mendapat 
izin dari Menteri.  
Uji rancang bangun dan rekayasa adalah pengujian yang meliputi uji 
ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana 
perkeretaapian. Uji statis adalah pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian 
dalam keadaan tidak bergerak. Uji dinamis adalah pengujian yang dilakukan 
untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana 
perkeretaapian dalam keadaan bergerak 
Uji berkala, dilakukan untuk kereta api yang telah dioperasikan 
sesuai dengan ketentuan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang 
meliputi uji statis dan uji dinamis yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat 
dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi 
dari Pemerintah.  
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Pemeriksaan sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh 
penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap setiap jenis sarana dan sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan berupa pemeriksaan teknis yang meliputi 
kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian. Jadwal yang ditetapkan tersebut 
yaitu waktu yang ditentukan untuk pemeriksaan sarana perkeretaapian yang 
berpedoman pada buku petunjuk yang dilaksanakan secara harian, bulanan, 
6 (enam) bulanan, dan tahunan. Tujuan dilakukan pengujian dan 
pemeriksaan adalah untuk memastikan seluruh saran perkeretaapian 
memiliki kondisi yang baik sehingga aman digunakan untuk mengangkut 
penumpang.  
c. Penanganan kecelakaan perkeretaapian 
Pasal 125 
Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 
a) mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas; 
b) menangani korban kecelakaan; 
c) memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain 
atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun 
tujuan; 
d) melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota; 
e) mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat; 
f) segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan 
penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan 
g) mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. 
Penanganan kecelakaan perkeretaapian di mana dalam hal terjadi 
kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan 
penyelenggara sarana perkeretaapian harus melakukan hal-hal sesuai 
dengan undang-undang. 
d. Penyelenggaraan pengangkutan orang  
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Pasal 133 ayat (1)  
Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib: 
a) mengutamakan keselamatan dan keamanan orang; 
b) mengutamakan pelayanan kepentingan umum; 
c) menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan; 
d) mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada 
masyarakat; dan 
e) mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. 
 
Merupakan kewajiban dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 4 Semarang dalam menyelenggarakan perkeretaapian agar kereta api 
berangkat sesuai jadwal. Akan tetapi kewajiban ini belum dapat dipenuhi 
oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang dikarenakan 
sering terjadinya gangguan sistem pengoperasian sehingga kereta api sering 
kali mengalami keterlambatan yang berdampak pada menumpuknya 
penumpang di dalam kereta api tersebut. Penyelenggara sarana 
perkeretaapian wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi 
pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau 
pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas. 
e. Tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna 
jasa yang mengalami kerugian 
 
Pasal 157 ayat (1): 
Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna 
jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang 
disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 
 
Bentuk pertanggung jawaban adalah pemberian ganti kerugian dan 
biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi 
pengguna jasa yang meninggal dunia. Kerugian pengguna jasa yang 
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ditanggung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berupa penggantian 
kehilangan atau kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian angkutan. 
Dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, pengguna jasa yang membeli karcis 
terlindungi dengan asuransi yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja. Pengguna 
jasa dapat melakukan klaim atas asurani ini apabila pengguna jasa 
mengalami kecelakaan akibat kesalahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
DAOP 4 Semarang yang menyebabkan pengguna jasa luka-luka bahkan 
sampai meninggal dunia. Penyelenggara perkeretaapian turut serta 
membantu proses klaim dari pengguna jasa kepada PT. Jasa Raharja.  
f. Hak masyarakat  
Pasal 172:  
Masyarakat berhak: 
a) memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka 
pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian; 
b) mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan 
standar pelayanan minimum; dan 
c) memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk 
perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian. 
 
Masyarakat dapat menyalurkan pendapat, keluhan, saran maupun 
pertanyaan dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan 
perkeretaapian baik secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait 
maupun secara tidak langsung melalui surat kabar, menghubungi customer 
service, sms (short message service), pada website Kereta Api Indonesia 
atau jejaring sosial (seperti facebook dan twitter). Standar pelayanan 
minimum penyelenggaraan perkeretaapian tertera di dalam Kode Etik PT. 
Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang dalam Panduan Etika 
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dan Perilaku bagi Insan Perusahaan yang memuat budaya perusahaan, 
standar etika perusahaan dan standar perilaku perusahaan. Selain itu 
masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai pokok-pokok 
rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.  
g. Sanksi pidana bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian 
Pasal 187 ayat (1): 
Penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi 
prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang 
mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau 
barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
 
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari 
penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus dalam 
hal ini adalah orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur 
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi/demi 
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan 
lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri atau 
bersama-sama. 
 
Pasal 189: 
Penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana 
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana 
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengakibatkan 
kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari 
penyelenggara sarana perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus dalam hal 
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ini adalah orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur 
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi/demi 
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan 
lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri- sendiri atau 
bersama-sama. 
Pasal 207: 
Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, 
di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan 
untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
 
Pasal 211: 
Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung 
jawabnya terhadap pengguna jasa, awak sarana perkeretaapian, dan pihak 
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 169 ayat 
(1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
 
Permasalahan yang mungkin dialami oleh penumpang kereta api 
adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kereta api tidak bisa diduga kapan 
terjadinya yang bisa mengakibatkan luka-luka saja sampai meninggal dunia 
dengan bermacam-macam penyebab, mulai dari kesalahan pengoperasian, 
keadaan alam, maupun karena pihak ketiga. 
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BAB IV 
PENUTUP  
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat 
penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Permasalahan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi kereta api, 
antara lain: ketidakjelasan informasi jadwal kereta api, kedatangan kereta tidak 
sesuai dengan jadwal, sarana dan prasarana yang kurang terawat, keamanan dan 
keselamatan penumpang, dan kecelakaan kereta api. Prosedur penyelesaian 
perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi kereta api, antara lain 
dengan mengajukan keluhan dan menyampaikan saran, konsumen dapat 
mengajukan gugatan, meminta klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan.  
2. Bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa transportasi kereta api 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, tertuang dalam Pasal 4, antara lain: a) hak kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan, b) Hak untuk memilih , c) Hak atas informasi yang benar, 
jelas, dan jujur, d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, e) Hak untuk 
mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut, f) Hak untuk mendapat pembinaan dan 
pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif; h) Hak untuk mendapat kompensasi, dan 9) 
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, 
yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 60, dan Pasal 
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63. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi 
kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian, antara lain: a) Fasilitas di stasiun kereta api, b) Memenuhi 
persyaratan kelaikan operasi sarana perkeretaapian, c) Penanganan kecelakaan 
perkeretaapian, d) Penyelenggaraan pengangkutan orang, e) Tanggung jawab 
penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa yang mengalami 
kerugian, f) Hak masyarakat, g) Sanksi pidana bagi penyelenggara prasarana 
perkeretaapian.  
 
B. Saran 
1. Pihak PT. Kereta Api Indonesia diharapkan dapat lebih memperbaiki pelayanan, 
sarana dan prasarana serta fasilitas guna menjaga keamanan dan keselamatan 
baik dari penumpang maupun barang yang diangkutnya seperti melakukan 
penjagaan atas muatan yang diangkut atau dengan menyediakan fasilitas yang 
dapat membuat keamanan dan keselamatan baik bagi penumpang maupun 
barang bawaannya.  
2. Bagi konsumen pengguna jasa transportasi agar tidak memakai dan membawa 
barang-barang berharga yang dapat memancing kejahatan seperti: pencurian, 
pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Penumpang juga diharapkan dapat 
menjaga diri dan melaksanakan himbauan-himbauan dari petugas kereta api 
serta lebih selektif dalam memilih atau menggunakan jasa transportasi yang 
ditawarkan agar tidak mengalami berbagai macam bentuk kerugian yang 
ditimbulkan akibat pelaku usaha transportasi tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya. 
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